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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian penulis terhadap peran 
penting pajak daerah terhadap pendapatan daerah sebagai sumber 
pembiayaan dalam pembangunan daerah. Pada Kenyataannya bahwa 
realisasi penerimaan pajak sering kali tidak mencapai target yang telah 
ditetapkan sehingga rencana pembangunan suatu derah tidak terealisasi 
sesuai agenda. Dalam hal ini pajak restoran sebagai salah satu komponen 
pajak daerah, isu tentang ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan 
ketentuan perpajakan menjadi perhatian utama dalam  penelitian ini.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi badan pengelola 
pendapatan daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran 
dan bagaimana dampak penerapan strategi terhadap kepatuhan wajib pajak 
restoran. Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. 
Metode pengumpulan data yang digunakanan adalah metode observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data  yang digunakana 
adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Sedangkan metode 
pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber. 

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti tentang strategi badan 
pengelola pendapatan daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
restoran di kabupaten Lombok Tengah yaitu pendataan wajib pajak, 
sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan, penagihan dan pembentukan satuan 
gabungan. Hasil penelitian menunjukkan dampak penerapan strategi 
terhadap kepatuhan wajib pajak restoran yaitu peningkatan penerimaan 
pajak restoran dan bertambahnya jam kerja di lapangan. Peningkatan 
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kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak 
restoran yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Kata Kunci: Strategi, Kepatuhan, Pajak Restoran.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah 
ialah pajak yang dipungut dan dikembangkan oleh pemerintah daerah 
baik pemerintahan tingkat daerah Provinsi maupun pemerintah tingkat 
Kabupaten Dan Kota yang digunakan untuk membantu menambah 
pemasukan pendapatan asli daerah. Pemungutan pajak juga 
disesuaikan berdasarkan potensi daerah yang ada dan ditetapkan 
melalui peraturan daerah. Artinya bahwa tidak semua jenis pajak 
sebagaimana uraian diatas dilakukan pemungutannya tergatung 
kondisi dan potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan.1 

Beberapa dari jenis pajak daerah pajak restoran adalah salah 
satu sumber pendapatan asli daerah. Restoran merupakan jasa 
pelayanan atas makanan dan minuman. Berdasarkan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009  Tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah  pasal 37 Pajak restoran adalah pajak atas 
pelayanan yang di sediakan oleh restoran yang meliputi pelayanan 
penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, 
baik dikonsumsi ditempat pelayanan atau di tempat lain.  Subyek 
pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli 
makanan dan atau minuman di restoran. Adapun wajib pajak adalah 
orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.  tarif pajak 
restoran maksimal 10 % dari pembayaran yang diterima atau 
seharusnya diterima oleh restoran.2 disetiap daerah Pengenaan pajak 
restoran ini dengan menggunakan tarif tertentu yang telah di tetapkan 
pemerintah daerah dan kemudian di kalikan dengan jumlah 
pembayaran yang semestinya di terima oleh restoran. 

                                                           
1 5XVOL� ,VD� 'DQ� <DQWL� $QHWD�� ³2SWLPDOLVDVL� .HELMDNDQ� 3HPHULQWDK� 'DODP�

3HPXQJXWDQ� 3DMDN� 5HVWRUDQ� 'L� .DEXSDWHQ� *RURQWDOR´�� 'DODP� 5HVHDUFK�� 8Qiversitas 
Gorontalo, Tahun 2020, Hlm.5 

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah Pasal 37-41, Hlm.13-14. 
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Dalam Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah pemungutan 
pajak restoran di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok 
Tengah Nomor 14 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Dalam peraturan 
tersebut terdapat kriteria sebuah restoran ditetapkan sebagai wajib 
pajak restoran. yakni restoran yang pendapatannya lebih dari Rp 
5.000.000 perbulan maka ditetapkan sebagai wajib pajak dengan tarif 
10% dari jumlah pembayaran yang diterima restoran atau seharusnya 
diterima oleh restoran. Adapun restoran yang pendapatannya dibawah 
Rp 5.000.000/bulan maka tidak diwajibkan membayar pajak restoran. 
sebagaimana aturan pajak daaerah pusat pada umumnya wajib pajak 
restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran 
sedangkan subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang 
membeli dan menikmati makanan atau minuman yang disediakan oleh 
restoran baik dinikmati ditempat pelayanana atau ditempat lain.3 

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mika Trisnawati 
Dan Wayan Sudirman tentang analisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak hotel, pajak 
restoran dan pajak hiburan di kota denpasar di temukan hasil 
penelitian bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak membayar pajak 
hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di kota Denpasar dipengaruhi 
oleh tingkat pengetahuan tentang pajak, kualitas pelayanan dan 
pemeriksaan pajak. Semakin baik pengetahuan dan pemahaman yang 
dimiliki wajib pajak tentang pajak maka semakin baik perilaku yang 
dibentuk terhadap wajib pajak terkait ketentuan perpajakan4 

Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Tumija Dan 
Wulan Permatasari tentang strategi dinas pendapatan pengelolaan 
keuangan dan aset daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak 
restoran di kota cimahi provinsi jawa barat menunjukkan bahwa 
strategi yang digunakan adalah dengan menggunakan dan mengontrol 

                                                           
3 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang 

Pajak Daerah 
4 Mika TrisnDZDWL� 'DQ� :D\DQ� 6XGLUPDQ�� ³$QDOLVLV� )DNWRU-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan 
3DMDN�+LEXUDQ�'L�.RWD�'HQSDVDU´��Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, 4. 
12. 2015, Hlm.18. 
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pajak secara self assessment dan office assessment, mensosialisasikan 
manfaat dan pentingnya pajak, mensosialisasikan dasar hukum 
pelaksanaan pajak, melakukan pembaharuan informasi terkait data 
pajak secara berkala (kroscek data), meningkatkan kualitas dan 
kuantitas aparatur, meningkatkan sarana dan prasarana kerja, bekerja 
sama dengan pihak swasta dalam mengembangkan sistem 
administrasi pajak, menciptkan daya tarik daerah dan meningkatkan 
mutu pelayanan.5 

Dalam skala nasional sebagaimana yang diliris oleh 
kementerian keuangan Republik Indonesia penerimaan pajak nasional 
pada tahun 2022 melebihi target yang telah ditetapkan yakni 
mencapai Rp 1.717,8 triliun atau 115,6% berdasarkan target Perpres 
No 98 tahun 2022. Realisasi ini tumbuh sebessar 34,3 % jauh 
melewati pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3 %. Hal ini 
berarti kinerja pajak membaik yang ditunjukkaan oleh realisasi yang 
melampaui target selama dua tahun berturut-turut.6 

Di tingkat Provinsi realisasi pajak mencapai Rp 2,98 triliun 
pada tahun 2022 melebihi target yang telah ditetapkan kementrian 
keuangan sebesar Rp2,66 triliun. Realisasi penerimaan pajak diatas 
terdiri atas pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp1,68 triliun, pajak 
pertambahan nilai (PPN) dan pajak atas penjualan barang mewah 
(PPnBM) sebesar Rp1,01 triliun, pajak bumi dan bangunan (PBB) 
sebesar Rp224 miliar dan pajak lainnya senilai Rp69,3 miliar.7 

Di tingkat Kabupaten dari hasil perolehan data di Badan 
Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah data 
tentang penerimaan pajak restoran  Kabupaten Lombok Tengah per 
31 desember 2020 - 2022 menunjukkan peningkatan. Berikut adalah 
tabel penerimaan pajak restoran kabupaten Lombok Tengah. 

 
                                                           

5 Tumija Dan Wulan PermaWD��6DUL��³Strategi Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan 
Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Restoran Di Kota 
Cimahi Jawa Barat´��-XUQDO�2WRQRPL�'DHUDK, Vol. 6, Nomor 1, Juni 2018, Hlm.79 

6 0HQNHX��³.LQHUMD�3HQHULPDDQ�1HJDUD�/XDU�%LDVD Dua Tahun Berturut-7XUXW´��
+WWSV´��:ZZ�.HPHQNHX�*R�,J��'LDNVHV�7DQJJDO����$JXVWXV�������3XNXO������� 

7 Kanwil DJP NTB, Realisasi Penerimaan Pajak Di NTB Mencapai Rp2,98 
7ULOLXQ´�� 'DODP� +WWSV���0DWDUDP�$QWDUQHZV�&RP�� 'LDNVHV� 7DQJJDO� ��� $JXVWXV� ������
Pukul 16.18 
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Tabel 1.1 

Realisasi  penerimaan pajak restoran 
Badan pengelola pendapatan daerah periode 2020-2022 (dalam 

jutaan) 
Tahun Jumlah Objek Pajak Target Realisasi % 

kenaikan 
2020 236 4.200 5.057 0,00% 
2021 237 6.919 6.144 21,49 % 
2022 230 16.330 14.575 137,22% 

Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Lombok Tengah Setelah Diolah Pada 
27 Agustus 2023 

Dari data yang terdapat dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa 
realisasi pendapatan pajak restoran selama periode 2020-2022 
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini adalah suatu hal 
yang wajar mengingat pada tahun 2020  masih sedang maraknya 
wabah covid -19. Namun demikian pendapatan justru surplus 
dikarenakan target pendapatan yang ditetapkan sangat rendah dengan 
objek objek pajak restoran yang lebih banyak.  Namun ditahun 2022 
mengalami peningkatan yang sangat signifikan di tahun 2022. Jika 
dibandingkan dengan tahun 2020 meskipun realisasi pendapatan 
surplus, tetapi jika dilihat dari target pendapatan yang empat kali lebih 
besar dari tahun 2020 dan jumlah objek pajak yang lebih sedikit 
mampu merealisasikan pendatan pajak restoran sebesar 89 persen. Ini 
menandakan justru ditahun 2022 ini mengalami peningkatan 
pendapatan yang sangat tinggi. Hal ini tentu tidak terlepas dari 
strategi badan pendapatan daerah dalam meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak restoran di Kabupaten Lombok Tengah.8 

Adapun hubungan antara tingkat kepatuhan wajib pajak 
dengan penerimaan pajak dapat di jelaskan secara teori kepastian 
hukum. Tingkat kepatuhan wajib pajak adalah gambaran dari ketaatan 
atau kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. 
Kepatuhan dapat terbentuk apabila wajib pajak berlaku patuh dengan 
menaati aturan perpajakan yang berlaku. Semakin wajib pajak taat 

                                                           
8 Bapenda Lombok Tengah, Observasi,Penerimaan PAD Kabupaten Lombok 

Tengah Sub Retribusi Dan Sub Bidang Non Pbb, Praya 23 Jul 2023 
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pada aturan semakin tinggi tingkat kepatuhan yang terbentuk. 
Semakin tinggi tingkat kepatuhan maka akan semakin berpengaruh 
secara langsung terhadap tingkat penerimaan pajak penghasilan 
karena pada dasarnya aturan perpajakan di buat dengan tujuan supaya 
penerimaan pajak dapat berjalan lancar dan terus mengalami 
peningkatan setiap tahunnya.9 

Berdasarkan masalah yang di uraikan di latar belakang, 
peneliti merasa tertarik dan perlu melakukan penelitian lebih lanjut 
terkait tentang strategi badan pengelola pendapatan daerah dalam 
meningkatan kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lombok 
Tengah periode 2020-2022. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana strategi badan pengelola pendapatan daerah dalam 

meningkatan kepatuhan wajib pajak restoran di kabupaten 
lombok tengah periode 2020-2022.? 

2. Bagaimana dampak penerapan strategi terhadap kepatuhan 
wajib pajak restoran di kabupaten Lombok Tengah periode 
2020-2022.? 

 
 

C. Manfaat dan Tujuan  

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah d iatas maka tujuan 
dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan 

a. Untuk mengetahui bagaimana bagaimana strategi badan 
pengelola pendapatan daerah dalam meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak restoran di Kabupaten Lombok Tengah periode 
2020-2022.? 

                                                           
9 2OLYLD�-HVLFD�<XVXI�.DVWRODQL�'DQ�0RK��'LGLN�$UGL\DQWR��³3HQJDUXK�7LQJNDW�

Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan TerhadDS� 3HQHULPDDQ� 3DMDN� 3HQJKDVLODQ´��
Jurnal Of Accounting, Vol.6, Nomor 3, Tahun 2017, Hlm.3, 
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b. Untuk mengetahui dampak penerapan strategi terhadap 
kepatuhan wajib pajak  restoran di Kabupaten Lombok 
Tengah periode 2020-2022.? 

2. Manfaat  

a. Manfaat bagi penulis 
Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan 

pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan dalam 
cakupan pajak restoran serta dapat menjadi bahan 
perbadingan bagi penulis baik antara fakta dan keadaan di 
lapangan 

b. Manfaat bagi pembaca 
1) Penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan 

referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian di 
bidang yang sama 

2)  Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi alat untuk 
melakukan perbandingan hasil penelitian bagi peneliti 
dalam penelitian yang sama 

3) Agar penelitian ini bisa mengembangkan ilmu 
pengetahuan tentang perpajakan khususnya dalam 
cakupan pajak restoran 

4) Agar Penelitian ini bisa menjadi bahan diskusi dalam 
memecahkan masalah tentang perpajakan khususnya 
pajak restoran. 
 
 

D. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian 

Adapun ruang lingkup dan setting dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 

1. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pada penelitian ini fokus pada bagaimana 
strategi badan pengelola pendapatan daerah dalam meningkatan 
kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Lombok Tengah 
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serta dampak penerapan startegi tersebut terhadap kepatuhan 
wajib pajak restoran. 

2. Setting Penelitian 

 Penelitian ini bertempat atau berlokasi di Badan 
Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Lombok Tengah 
yang secara adminitratasi berada di Jalan Raya Raden Puguh, 
Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok 
Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

E. Telaah Pustaka 

Sebagai langkah awal dalam penelitian ini, peneliti terlebih 
dahulu mengumpulkan dan menelaah penelitian-penelitian terdahulu 
yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan peneliti. 
Peneliti selanjutnya mengerucutkan penelitian terdahulu untuk 
mempertegas batasan masalah pada masing-masing penelitian untuk 
menghindari penjiplakan karya orang lain. 

Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang di maksud: 

1. 7XPLMD�'DQ�:XODQ� 3HUPDWD� 6DUL�´6WUDWHJL�'LQDV� 3HQGDSDWDQ�
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Dalam Meningkatkan 
Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Cimahi Provinsi Jawa 
%DUDW´��Jurnal Otonomi Keuangan Daerah, Volume 6, Nomor 
1, Juni 2018. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, 
dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan 
dokumentasi dan teknik analisis data menggunakan dengan 
reduksi data, penyajian data (display) dan penarikan simpulan 
(conclusion drawing). 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi 
dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam 
meningkatkan penerimaan pajak restoran di kota cimahi jawa 
barat adalah/1dengan memberlakukan dan mengontrol 
pemungutan pajak secara self/1assessment dan office 
assessment, mensosialisasi manfaat dan urgensi pajak, 
mensosialisasi dasar hukum pelaksanaan pajak, melakukan 
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update data secara berkala (kroscek data), meningkatkan 
kualitas dan kuantitas aparatur, meningkatkan sarana dan 
prasarana kerja, bekerja sama dengan pihak swasta untuk 
dalam pengembangan sistem administrasi pajak, menciptakan 
daya Tarik daerah dan yang terakhir yakni meningkatkan mutu 
pelayanan.10 

Dalam penelitian yag dilakukan oleh Tumija dan wulan 
permatasari ini memiliki Perbedaan dan persamaan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh penelitian. Persamaannya 
adalah terkait dengan tema penelitian yakni tentang pajak 
restoran dan teknik analisis data dengan reduksi data, 
penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan (conlusion 
drawing). Sedangkan perbedaannya adalah pada objek 
penelitian dan teknik pengumpulan data. 

2. 6XOLVW\RZDWL� 'DQ� 1XULQD� 6DELOD�� ³$QDOLVLV� 6WUDWHJL�
Pelaksanaan Online Sistem Pajak Daerah Dalam Rangka 
Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Restoran Pada Suku 
Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Pusat 
Kota Jakarta Tahun 2014-����´�� -XUQDO� 67(,� (NRQRPL��
Volume 27, Nomor 1, Juni 2018. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 
menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik riset kepustakaan 
(buku) dan riset lapangan (observasi,wawancara dan 
dokumentasi) dan teknik analisis data dengan cara 
mengevaluasi, membuat tabel target dan realisasi, menyusun 
tabel tingkat efektivitas dan menganalisis apa saja hambatan 
dalam melaksanakan penerimaan pajak hiburan dan pajak 
restoran melalui online sistem pajak daerah. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tingkat 
efektivitas penerimaan pajak restoran dan pajak hiburan 
melalui online sistem pajak di daerah provinsi DKI Jakarta 
mengalami kenaikan dan penurunan. Dimana sangat 
berbanding terbalik dari sisi pajak restoran menunjukkan 

                                                           
10 Tumija dan wulan permatasari, strategi,,,.Hlm.79. 
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tingkat efektivitas yang terus meningkat setiap tahun 
sedangkan dari sisi pajak hiburan justru selalu mencapai titik 
terendah setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan masih 
kurangnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kurangnya 
pemahaman terhadap online sistem pajak daerah.11 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh sulistyowati dan 
Nurina Salsabila terdapat perbedaan dan persamaan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti. persamaannya adalah 
pada teknik pengumpulan data dengan instrumen 
pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Adapun Perbedaannya adalah pada teknik 
analisis data. Analisis data dalam penelitian yang dilakukan 
oleh sulistyowati dan nurina salsabila adalah dengan cara 
mengevaluasi, membuat tabel target realisasi, menyusun tabel 
tingkat efektivitas dan menganalisi apa saja hambatan dalam 
melaksanakan penerimaan pajak hiburan dan restoran melalui 
online sistem pajak daerah. Sedangkan analisis data dalam 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan teknik reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

3. 0LND� 7ULVQDZDWL� 'DQ� :D\DQ� 6XGLUPDQ�� ³$QDOLVLV� )DNWRU-
Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 
Membayar Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Di 
.RWD� 'HQSDVDU´�� -XUQDO� (NRQRPL� 'DQ� %LVQLV� 8QLYHUVLWDV�
Udayana,4.12.2015. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif 
menggunakan data primer dengan metode pengumpulan data 
dengan kuisioner, observasi dan wawancara.adapaun teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 
analisis jalur (path analysis). Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa variabel pengetahuan pajak, kualitas 
pelayanan dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan 

                                                           
11 6XOLVW\RZDWL� 'DQ� 1XULQD� 6DOVDELOD�� ³$QDOLVLV� 6WUDWHJL� 3HODNVDQDDQ� 2QOLQH�

System Pajak Daerah Dalam Rangka Penerimaan Pajak Hiburan Dan Pajak Restoran 
Pada Suku Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Pusat Jakarta Tahun 
2014-����´��Jurnal STEI Ekonomi, Vol.27.No.1, Juni2018 ,Hlm.130. 
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signifikan terhadap kesadaran membayar pajak hotel, pajak 
restoran dan pajak hiburan di kota denpasar. 

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat 
kepatuhan wajib pajak membayar pajak restoran hotel, pajak 
restoran dan pajak hiburan di kota Denpasar di pengaruhi oleh 
tingkat penegtahuan tentang pajak, kualitas pelayanan dan 
pemeriksaan pajak. Semakin baik pengetahuan dan 
pemahaman yang dimiliki wajib pajak, maka wajib pajak akan 
dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik sesuai 
dengan ketentuan perpajakan.12 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh mika trisnawati 
dan wayan sudirman terdapat perbedaan dan persamaan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Persamaannya 
adalah terkait adanya tema tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak 
restoran. Adapun perbedaannya yaitu objek penelitian, metode 
pengumpulan data dan teknik analisis data. 

4. 1L� 0DGH� 0LWD� :LG\DVWXWL�� ³.RQWULEXVL� 3HQHULPDDQ� 3DMDN�
Hotel Dan Pajak Restoran Dalam Pembangunan Daerah 
Kabupaten %DGXQJ´�� 3URJUDP� 6WXGL� 6DUMDQD� 7HUDSDQ�
Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali,Bali,2022 

Penelitian ini menggunakan metode penelitiaan kualitatif 
deskriptif menggunakan data primer dan sekunder dengan 
Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara 
dan dokumentasi. 

 Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa 
tingkat kontribusi pajak hotel terhadap PAD dan pajak daerah 
kabupaten badung pada tahun 2018-2021 berkisar sebesar 
36,65%, dan terhadap pajak daerah rata-rata sebesar 44,51%. 
Adapun tingkat kontribusi pajak restoran terhadap PAD rata-
rata sebesar 12,48% dan terhadap pajak daerah rata-rata 
sebesar 15,40%. Ini menunjukkan bahwa sebelum pandemic 

                                                           
12 0LND�7ULVQDZDWL�'DQ�:D\DQ�6XGLUPDQ�´$QDOLVLV����+OP���� 
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covid-19 realisasi pajak hotel mampu memberikan kontribusi 
positif, sedangkan pajak restoran masih kurang.13 

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Mita Widyastuti 
dengan yang dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan dan 
perbedaan. Persamaannya terletak pada metode penelitian 
dengan menggunakan metode kuaitatif deskriptif 
menggunakan data primer dan sekunder dengan Teknik 
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan 
dokumentasi. Adapun perbedaannya yang yakni terletak pada 
objek penelitian. 

5. 1XUTDPULDQL�<XQLWD�´6WDUWHJL�%DGDQ�3HQJHOROD�.HXDQJan Dan 
Aset Daerah (BPKAD) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli 
'DHUDK��3$'��.RWD�%LPD´�-XUXVDQ�8UXVDQ�3XEOLN�.RQVHQWUDVL�
Pembangunan Program Studi Administrasi Publik Fakultas 
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah 
Mataram, Mataram, 2021. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 
deskriptif dengan sumber data primer dan data sekunder. 
Teknik Pengumpulan data yang digunakan dengan observasi, 
wawancara dan dokumentasi dan teknik analisis data dengan 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu 
cara untuk meningkatkan PAD kota bima melalui pajak, 
pemerintah daerah memanfaatkan perkembangan globalisasi 
dan membuat konsep strategi baru untuk masyarakat agar 
mampu berpartisipasi sebagai wajb pajak yang patuh. 
Berdasarkan hasi interview awal dengan dengan pegawai 
BPKAD kota bima bahwa konsep strategi baru yang 
diterapkan oleh pemerintah kota bima untuk meningkatkan 
PAD yaitu konsep strategi pendataan secara aktif , 
pemuktahiran data, koordinasi kerja sama antar instansi dan 
SHPDED\DUDQ� EHUEDVLV� ³RQOLQH� ³�EHUXSD� SHPDVDQJDQ� LNODQ�

                                                           
13 Ni Made MitD�:LG\DDVWXWL��³�.RQWULEXVL�3HQHULPDDQ�3DMDN�+RWHO�'DQ�3DMDN�

5HVWRUDQ�'DODP� 3HPEDQJXQDQ�'DHUDK�.RWD�%DGXQJ´�� �Skripsi, Program Studi Sarjana 
Terapan Dan Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Bali, Bali, 2022), Hlm. 2. 
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secara online di media masa, iklan di berita-berita online, dan 
instansi BPKAD akan menerapkan sistem berupa pembayaran 
VHFDUD� ³GDULQJ� DWDX� RQOLQH´��PHlalui aplikasi online sehingga 
pemanfaatan sistem diharapkan dapat mempermudah bagi 
pemerintah dalam pelayanan, pengawasan dan penagihan yang 
sebelumnya sistem pembayaran pajak dilakukan dengan cara 
\DQJ� GLNHQDO� GHQJDQ� LVWLODK� ³MHPSXW� EROD´�� \DLWX� SHQDJLKDn 
dan pembayaran dilakukan di tempat wajib pajak oleh petugas. 
Dan sistem baru ini akan mempermudah masyarakat dalam 
pembayaran pajak kedepannya.14 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurqomriani 
Yunita terdapat perbedaan dan persamaann dengan penelitian 
yag dilakukan oleh peneliti. Persamaannya yaitu terkait 
metode penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik 
analisis data. Kedua penelitian ini sama-sama menggunakan 
metode penelitian kualitatif desriptif menggunakan data primer 
dan data sekunder, pengumpulan data dengan observasi, 
wawancara dan dokumetasi dan analisis data menggunakan 
data reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Sedangkan perbedaannya terletak pada tema dan objek 
penelitian. 

 

F. Kerangka Teori  

Pada bagian ini peneliti membuat kerangka konseptual tentang 
permasalahan yang dikaji. Dalam hal ini peneliti tidak 
menginventarisasi teori-teori tetapi di tuntut membuat dan 
menentukan teori atau kerangka konseptual yang akan dipakai 
menganalisis permasalahan yang dikaji dilengkapi dengan penjelasan 
logis operasionalnya.  

Berikut adalah kerangka teori dalam penelitian yang buat 
peneliti: 

                                                           
14 1XUTRPULDQL�<XQLWD��³6WUDWHJL�%DGDQ Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 

(BPKAD) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Bima, (Skripsi, 
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Mataram, Mataram, 
2021), Hlm.4. 
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1. Pajak 

a. Pengertian pajak 
Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 tentang 

ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 angka (1) 
yang selanjutnya di sebut UU KUP ; pajak adalah kontribusi 
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat.15 

Di dalam pajak sendiri terdapat unsur-unsur yang 
meliputi; iuran kepada negara, pengenaan pajak dapat 
dipaksakan kepada wajib pajak , cara pembayaran di dasari 
pada peraturan peerundang-undangan yang berlaku, atas 
pembayaran pajak tidak mendapat prestasi Kembali yang 
dapat dinikmati secara langsung, dan kegunaannya untuk 
membiayai kepentingan umum sebagai akibat tugas negara 
untuk menyelenggarakan pemerintahan. Penerimaan negara 
terdiri dari tiga sumber, yakni penerimaan perpajakan, 
penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. 
Penerimaan perpajakan terdiri dari pajak dan bea cukai 
sehingga pajak menjadi sumber pendapatan paling besar bagi 
negara saat ini dengan kontribusi sebesar 74,63% dari seluruh 
penerimaan negara untuk keperluan pembangunan.16 

Pajak sendiri memiliki beberapa fungsi di antaranya; 

1) Fungsi anggaran (sumber keuangan negara), Artinya, 
pajak merupakan salah satu sumber penerimaan 
pemerintah untuk membiayai baik rutin maupun 
pembangunan. Sebagai sumber kekayaan negara, 
pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-

                                                           
15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum 
Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 

16 )ORULV\D� /XT\DQD�5HQFDQL�� ³5HVXPH�0DWHUL�+XNXP�3DMDN´��'DODP�$UWLNHO��
Universitas Sebelas Maret, Tahun 2022, Hlm. 2-3. 
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banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh 
dengan cara ekstensifikasi atau intensifikasi 
pemungutan pajak melalui upaya penyempurnaan 
peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan 
(PPh), pajak penjualan ataas barang mewah (PPnBm), 
pajak bumi bangunan (PBB), dan lain-lain.17 

2) Fungsi mengatur (pengatur), Pajak mempunyai fungsi 
pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur dan 
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang 
sosial dan ekonomi serta untuk mencapai tujuan-tujuan 
lain diluar bidang keuangan. 

3) Fungsi stabilitas, Dengan penerimaan pajak, pemerintah 
mempunyai anggaran yang diperlukan untuk 
melaksanakan strategi atau program yang terkait dengan 
stabilitas harga agar dapat mengendalikan laju inflasi. 
Hal ini bisa dilakukan dengan mengatur arus uang yang 
beredar di masyarakat dengan memungut pajak dan 
mengguanakan dana pajak tersebut secara efektif dan 
efisien. 

4) Fungsi Redistribusi, Fungsi redistribusi yaitu 
penggunaan pajak yang telah dipungut oleh negara 
sebagai anggaran pembiayaan untuk kepentingan 
umum,yang didalamnya termasuk pembiayaan 
pembangunan guna menciptakan lapangan pekerjaan 
yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan 
masyarakat. 

5) Fungsi demokrasi, Artinya bahwa pemungutan pajak 
dimaksudkan sebagai upaya perwujudan sikap gotong 
royong masyarakat dalam pembangunan negara. 

Selanjutnya dalam pemenuhan pemungutan pajak oleh 
pemerintah terhadap wajib pajak seringkali terjadi sengketa 

                                                           
17 0XKDPDG�=DLNLQ�'NN�� ³3HQJDUXK�3HQJHWDKXDQ�:DMLE�3DMDN�'DQ�6RVLDOLVDVL�

Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai 
9DULDEHO�,QWHUYLQJ´��Riset Dan Jurnal Akuntansi,Vol. 7, No. 1, Januari 2023, Hlm.61. 
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pajak. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan pendapat 
antara wajib pajak penanggung jawab pajak dengan 
pemerintah tentang besarnya pajak yang harus dibayar.  

Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 
14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menjelaskan 
VHQJNHWD� SDMDN� VHEDJL� EHULNXW�´VHQJNHWD� SDMDN� DGalah 
sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib 
pajak/penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang 
sebagai akibat dikeluarkan keputusan yang dapat diajukan 
banding atau gugatan kepada pegadilan pajak berdasarkan 
peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan 
atas pelaksanaan penagihan berdasarkan undang-undang 
SHQDJLKDQ�SDMDN�GHQJDQ�VXUDW�SDNVD´�18 

Pengadilan pajak yang memiliki wewenang memeriksa 
dan memutus sengketa pajak yaitu banding dan gugatan, 
Obyek sengketa pajak adalah keputusan pejabat yang 
berwenang, subyek sengketa pajak adalah wajib pajak atau 
penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang. 

Adapun upaya hukum dalam sengketa pajak meliputi 
beberapa hal antara lain: 

1) Keberatan 

Salah satu upaya hukum yang dimiliki wajib pajak 
apabila diperlakukan tidak adil oleh fiskus adalah 
³NHEHUDWDQ´��8SD\D�NHEHUDWDQ� LQL�GLODNXNDQ�ROHK�ZDMLE�
pajak apabila ia merassa tidak puas atas pemungutan 
yang dilakukan oleh pihak ketiga. Pada dasarnya 
³NHEHUDWDQ´� PHUXSDNDQ� XSD\D� KXNXP� \DQJ� EHUDGD�
diluar pengadilan pajak yang diperuntukkan dalam 
permohonan keadilan terhadap kerugian yang dirasakan 
oleh wajib pajak. 

2) Banding 

                                                           
18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun  Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak 

Pasal 1 Ayat 5. 
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Banding merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan 
oleh wajib pajak apabila wajib pajak merasa tidak puas 
terhapa putusan fiskus atas keberatan yang telah 
diajukan oleh wajib pajak.  

3) Gugatan 

Selanjutnya wajib pajak juga diberikan upaya hukum 
pengajuan gugatan. Gugatan merupakan upaya hukum 
mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan suatu yang 
menjadi obyek sengketa pajak. 

4) Peninjauan Kembali 

Permohana tinjauan Kembali merupakan upaya hukum 
yang hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan 
apabila suatu putusan pengadilan pajak didasarkan pada 
suatu kebohongan pihak lawan yang diketahui setelah 
perkaranya selesai atau didasarkan bukti-bukti yang 
kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu.19 

b. Pajak restoran 

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau 
minuman dengan dipungut Bayaran, yang mencakup juga 
rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan termasuk 
cathering. 

Pengertian restoran atau rumah makan menurut 
keputusan Menteri pariwisata , pos dan telekomunikasi 
No.KN 73/PVVI05/MPPT-85 tentang peraturan rumah 
makan dalam hal ini yang dimaksud dengan perusahaan jasa 
pangan adalah suaatu usaha  yang menyediakan jasa 
pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara 
komersial. Sedangkan menurut Menteri Kesehatan RI 
No.304/Menkes/Per/89 tentang persyaratan rumah makan 
yang dimaksud  rumah makan adalah salah satu jenis usaha 
pangan yang bertempat di Sebagian atau seluruh bangunan 

                                                           
19 )ORULV\D�/XT\DQD�.HQFDQL��³5HVXPH«�+OP��. 



17 
 

yang permanen  dilengkapi dengan peralatan dan 
perlengkapan untuk pembuatan, penyimpanan, dan penjualan 
makanan dan minuman kepada umum  ditempat usahanya.20 

Menurut Marsum dalam Sugiyono restoran adalah 
suatu tempat atau bangunan yang diorgansasikan  untuk 
keperluan komersial, yang menyelenggarakan pelayanan 
dengan baik kepada semua konsumennya baik berupa 
makanan maupuan minuman yang bertujuan untuk mencari 
keuntungan.21 

Restoran dapat diklasifikasi berdasarkan makanan dan 
minuman yang disajikan; 
1) $¶OD� FDUWH restaurant, ialah restoran dengan menu 

lengkap dan restoran jenis ini tanpa aturan yang 
mengikat atau bebas 

2) 7DEOH� G¶KRWHO�� LDODK� UHVWRUDQ� GHQJDQ� PHQX� \DQJ�
lengkap dan menyajikan setiap menu secara berurutan 
dari menu pembuka sampai menu penutup. Biasanya 
erat kaitannya dengan hotel 

3) Coofe shop, merupakan restoran atau tempat makan 
dan minum yang menyuguhkan suasana yang santai 
tanpa aturan yang mengikat, biasanya menyuguhkan 
kopi sebagai menu utama disamping makanan siap 
saji 

4) Cafetaria, ialah tempat makan dan minum yang 
memiliki menu terbatas hanya menyajikan roti atau 
sandwich serta minuman-minunan non alkohol. 
Biasanya tersedia di kantor. 

5) Canteen, ialah tempat makan dan minum yang 
menyajikan makana-makanan instan dengan harga 
terjangkau 

                                                           
20 6XJL\DQWR��³0DQDMHPHQ�3HQJHORODDQ�:DUXQJ�0DNDQ�'L�:LVDWD�:DGXN�*DMDK�

Mungkur Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Sendang Kecamatan 
Wonogiri  Kabupaten Wonogiri:, Jurnal Studi Islam Dan Sosial, Vol. 1, Nomor 1, Juni 
2020,Hlm.124. 

21 Ibid. 



18 
 

6) Café, ialah tempat makan dan minum dengan sajian 
cepat saji dan menyuguhkan suasana yang santai dan 
tidak resmi 

7) Continental restaurant, ialah restoran yang 
memberikan kebebasan bagi pengunjung 
untukmemilih dan meniris sendiri makanan yang 
dipesan 

8) Terrace restaurant, ialah restoran yang umumnya 
terletak diluar ruangan dan biasanya erat hubungannya 
dengan fasilitas hotel 

9) Gourment restaurant ialah tempat makan dan minum 
bagi kaum yang mengerti citarasa sehingga banyak 
menyediakan makanan lezat dengan pelayanan yang 
megah dan harga yang mahal 

10) Main dining room ialah restoran yang merupakan 
ruang makan besar  yang tersedia di hotel-hotel untuk 
acara-acara formal tertentu.22 

Sedangkan menurut Soekresno dalam Andi, jenis 
restoran berdasarkan pengelolaan dan sistem penyajiannya 
dapat diklasifikasikan sebagai berikut; 
1) Restoran formal 

Ialah industry jasa pelayanan makanan dan minuman 
yang dikelola  secara komersil dan profesional dengan 
ciri khas pelayanan yang eksklusif 

2) Restoran non formal 

Ialah industry jasa pelayanan makanan dan minuman 
yang dikelola  secara komersil dan profesional dengan 
ciri khas yang mengedepankan kecepatan pelayanan, 
praktis dan percepatan frekuansi pelanggan yang silih 
berganti. 

                                                           
22 $QGL� 3UDVHW\D�� ³-RJMD� 5HVWR� 'DQ� *DOHUL�´� 'DODP� http://e-journal.uajy.ac.id, 

diakses pada tanggal 12 November, pukul 21.04 Wita. 

http://e-journal.uajy.ac.id/
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3) Special restoran 

Pengertian spesialis restoran adalah industry jasa 
pelayanan makanan dan minuman yang dikelola 
secara komersil dan profesional dengan menyediakan 
manakan yang memiliki ciri khas cita rasa dan 
penyajian khas dari suatu negara. 

Berdasarkan undang-undang No 28 tahun 2009 pasal 
1 angka 22 dan 23 pajak restoran adalah pajak atas pelayanan 
yang disediakan oleh restoran. Pajak restoran merupakan 
pajak yang dikenakan atas pembayaran oleh pribadi atau 
badan. Pengenaan pajak restoran tidak mutlak ada pada setiap 
daerah yang ada di seluruh kabupaten/kota yangada di 
Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang 
diberikan kepada setiap pemerintah kabupaten/kota.23 

Adapun Objek pajak restoran berdasarkan Peraturan 
Daerah No 03 tahun 2003 ayat 1 dan pasal 2 mengenai objek 
pajak restoran, adalah semua pembayaran atas pelayanan 
yang disediakan oleh restoran dengan pembayarannya. Objek 
pajak restoran meliputi restoran, rumah makan, bar,kafe, 
bakery dan pujasera. 

c. Subjek pajak dan Wajib pajak 

Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau 
badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran. 
Adapun yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran 
termasuk di dalamnya warung dan atau rumah makan, kafe, 
bar, pedagang kaki lima kolam pemancingan atau usaha lain 
yang disertai fasilitas penyantapannya atau bisa juga di 
nikmati ditempat lain.24 

 
 

                                                           
23 1XUDLQL� -XZLWD��³,PSOHPHQWDVL�6LVWHP�3HQJHQGDOLDQ� ,QWHUQ�3HQJHORODD�3DMDN�

'DQ�.RQWULEXVL� 3DMDN�5HVWRUDQ�'DODP� �0HQLQJNDWNDQ�3$'�.RWD�3DOHPEDQJ´�� � Jurnal 
Hukum, Universitas Brwijaya, Tahun 2019, Hlm. 4. 

24 Ibid. 
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2. Kepatuhan wajib pajak 

Kepatuhan dalam konteks perpajakan memiliki pengertian 
sebagai sikap tunduk dan patuh serta melaksanakan berbagai 
ketentuan perpajakan. kepatuhan perpajakan dapat pula diartikan 
sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban 
perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Pada 
hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi 
sistem administrasi yang meliputi tax service dan tax 
enforcement.25 

Menurut Resmi sebagaimana yang di kutip oleh Andika 
Hamam Arifin ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu; 
a. Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak 

memenuhi kewajibannya secara formal sesuai ketentuan 
dalam undang-undang perpajakan 

b. Kepatuhan material yaitu keadaan dimana wajib pajak 
secara substantif atau secara hakekat memenuhi semua 
ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa 
undang-undang perpajakan. 
Adapun strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

melalui administrasi perpajakan terdiri dari tiga tahap yaitu; 
1. Membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat 

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela, 
khususnya bagi wajib pajak yang belum patuh 

2. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang relatif 
sudah patuh sehungga tingkat keptuhannya bisa 
dipertahankan atau ditingkatkan 

3. Meningkatkan program sosialisasi tentang kepatuhan 
pajak.26 

 
 

                                                           
25 $QGLND� +DPDP� $ULILQ�� ³3HQJaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan 

Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran Di Kabupaaten 
0DJHODQJ´�� �Tesis:Program Studi Magister Fakultas Ekonomi Universitas Islam 
Indonesia, Yogyakarta, 2019), Hlm. 48. 

26 Ibid. 
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3. Strategi Peningkatatan kepatuhan wajib Pajak 

a. Strategi 
Secara sederhana strategi adalah cara untuk mencapai 

tujuan. Dalam sebuah organisasi atau badan, strategi 
beorientasi pada keinginan dan harapan pelanggan dimana 
strategi memerlukan perencanaan dan inovasi agar dapat 
bersaing dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Porter dalam buku Eddy yunus mengatakan bahwa 
strategi adalah sekumpulan tindakan atau aktivitas yang 
berbeda untuk menciptakan sebuah nilai yang unik. 
Sedangkan Artur J mendefinisikan strategi sebagai 
aktivitas-aktivitas yang penuh dengan daya saing  serta 
pendekatan-pendekatan bisnis untuk mencapai kinerja  
yang memuaskan atau tercapainya target yang telah 
ditetapkan.27 

Strategi merupakan rencana jangka Panjang untuk 
mencapai tujuan. Bila suatu organisasi mempunyai strategi 
maka strategi itu harus memiliki bagian-bagian yang 
mencakup unsur-unsur strategi. Menurut Rahmat dalam 
Opan Syarifudin suatu strategi mempunyai lima unsur: 
1) Gelanggang aktivitas atau arena  merupakan area 

produk, jasa, saluran distribusi, pasar geografis dan 
lainnya dimana sebuah organisasi beroperasi 

2) Sarana kendaraan atauVehicles yang digunakan untuk 
mencapai arena sasaran pasar. Dalam penggunaan 
sarana ini perlu dipertimbangkan  besarnya resiko 
kegagalan dari penggunaan sarana. Resiko tersebut 
dapat berupa terlambatnya masuk pasar atau 
bessarnya biaya yang sebenarnya tidak dibutuhkan 
serta kemungkinan gagal total 

3) Pembeda yang dibuat atau differentiators adalah 
unsur yang bersifat spesifik  dari strategi yang 

                                                           
27 Eddy Yunus, Manajemen Strategi, (Jakarta:CV ANDI OFFISET, 2016), 

Hlm.12. 
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ditetapkan. Seperti bagaimamna organisasi dapat 
menang  dan unggul dipasar, dan bagaimana 
organisasi bisa mendapatkan pelanggan yang luas. 
Dalam dunia persaingan kemenangan adalah hasil 
dari pembedanya yang diperoleh dari fitur atau atribut 
dari suatu produk atau jasa dari sebuah organisasi 
yang berupa citra, kustominasi, unggul secara teknis, 
harga, mutu, kualitas dan reabilitas yang semuanya 
dapat membantu dalam persaingan 

4) Tahap yang dilalui atau staging, merupakan 
penetapana waktu  dan Langkah dari pergerakan 
strategi. Walaupun subtansi dari suatu strategi 
mencakup arena, sarana atau vehicles dan pemebeda, 
tetapi penetapan tahapan rencana ddan staging belum 
dicakup. Keputusan pentahapan atau staging didorong 
oleh beberapa faktor seperti sumber daya, tingkat 
kepentingan atau urgensinya, kredibilitas pencapaian  
dan faktor mengejar kemenangan awal 

5) Pemikiran yang ekonomis, merupakan gagasan yang 
jelas tentang bagaimana manfaat atau keuntungan 
yang akan dihasilkan. Strategi yang berhasil tentunya 
mempunyai dasar pemikiran yang ekonomis sebagai 
tumpuan untuk menentukan keuntungan yang akan 
dihasilkan.28 

Bagaimana suatu strategi dibuat sehingga bisa sukses 
KHQGDNQ\D�PHPHUKDWLNDQ�EHEHUDSD�KDO�EHULNXW¶ 

1) Strategi harus konsisten dengan lingkungannya 

2) Setiap organisasi tidak hanya membuat satu strategi 

3) Strategi yang efektif hendaknya menfokuskan dan 
menyatukan semua sumber daya yang memungkinkan 

                                                           
28 Opan Arifudin, Dkk, Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi, 

(Bandung: Cv Pena Persada,2020), Hlm.2 Dan 3. 
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dan tidak menceraiberaikan antara yang satu dengan 
yang lainnya 

4) Strategi seharusnya memusatkan perhatiannya pada 
apa yang merupakan kekuatannya  

5) Sumber daya adalah Sesuatu yang kritis 

6) Strategi hendaknya memperhitungkan resiko yang 
tidak terlalu besar 

7) Strategi hendaknya disusun diatas landasan 
keberhasilan yang telah dicapai 

8) Tanda-tanda keberhasilan strategi tampak dengan 
adanya dukungan dari pihak-pihak terkait terutama 
dari pihak eksekutif, dan dari semua pimpinan unit 
kerja.29 

Strategi dalam manajemen strategi memiliki  
beberapa level atau tingkatan-tingkatan yaitu: 

1) Level korporat, yaitu strategi yang dirumuskan oleh 
kantor pusat untuk mengendalikan perusahaan yang 
memiliki  beberapa anak cabang 

2) Level bisnis, yaitu strategi yang dirumuskan dan 
diimplementasikan oleh unit bisnis 

3) Level fungsional, yaitu strategi fungsi dari masing-
masing devisi atau bagian dalam perusahaan. 

Dalam konteks bisnis, strategi adalah metode  untuk 
berkompetensi melalui Tindakan pengefektifan alokasi 
sumber-sumber daya yang diperlukaan untuk mencapai 
tujuan perusahaan.  Kata strategi dalam konteks manajemen 
bisnis , para ahli telah memunculkan istilah baru yang 
dikenal dengan manajemen strategi. Manajemen strategi 

                                                           
29 7XPLMD�'DQ�:XODQ�3HUPDWDVDUL��³6WUDWHJL«��+OP����  
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adalah seperangkat keputusaan dan tindakan manajerial  
yang menetukan kinerja organisasi dalam jangka Panjang.30 

Manajemen strategi menurut Certo dalam Eddy 
Yunus ialah analisis, keputusan dan aksi  yang dilakukan 
perusahaan  untuk menciptakan dan mempertahankan 
keunggulan kompetitif. Definisi ini menggambarkan dua 
elemen utama manajemen strategis. Elemen pertama , 
manajemen strategis berkaitan dengan proses yang berjalan 
(ongoing proceses): analisis keputusan dan tindakan. 
Elemen kedua, manajemen strategi berkaitan dengan 
bagaimana  manajemen menganalisis  sasaran strategis  
(visi,misi, dan tujuan) serta kondisi internal dan eksternal 
yang dihadapi oleh perusahaan. Keputusan ini harus 
mampu menjawab dua pertanyaan utama yakni industri apa 
yang digeluti perusahaan dan bagaimana perusahaan  harus 
bersaing di industri tersebut. Terakhir tindakan diambil 
untuk menjalankan keputusan tersebut. Tindakan yang 
perlu diambil  akan mendorong manajer untuk 
mengalokasikan sumber daya dan merancang  organisasi 
untuk mengubah rencana menajadi kenyataan.31 

Proses Manajemen strategi terdiri dari tiga tahapan 
utama, yaitu sebagai berikut; 

 
 

1) Perumusan strategi 
Pada tahap perumusan strategi, proses 

manajemen strategi terdiru dari; 
a) Melakukan analisis lingkungan internal 
b) Melakukan analisis lingkungan eksternal 
c) Mengembangkan visi dan misi yang jelas 
d) Menyusun sasaran dan tujuan perusahaan 

                                                           
30 <XOLDQD�� ³$QDOLVLV� 6WUDWHJL� Pengembangan Museum  Nusa Tenggara Barat 

6HEDJDL� 6DODK� 6DWX� 2EMHN� :LVDWD� %XGD\D� 'L� .RWD� 0DWDUDP´�� �Skripsi,FEBI UIN 
Mataram, Mataram,2021),Hlm.22. 

31 (GG\�<XQXV��0DQDMHPHQ«�+OP��� 
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e) Merumuskan pilihan-pilihan strategi  dan 
memilih strategi yang tepat 

f) Menentukan pengendalian 
2) Implementasi strategi 

Dalam tahap implementasi strategi, adda 
beberapa hal penting yang harus dilakukan, yaitu; 
a) Penetapan tujuan tahunan 
b) Perumusan kebijakan 
c) Memotivasi kerja 
d) Alokasi sumber daya 

3) Evaluasi dan pengendalian strategi 
Dalam evaluasi strategi, adda beberapa hal yang 

harus dilakukan yaitu; 
a) Meninjau Kembali permasalahan internal ddan 

eksternal yang sedang terjadi, apakah terjadi 
perubahan-perubahan padda saat strategi 
dirumuskan 

b) Adanya pengukuran kemampuan atau kinerj 
perusahaan  dengan memastikan  Kembali  
apakah sesuai dengan  standar yang telah 
ditetapkan 

c) Melakukan perbaikan-perbaikan untuk 
perkembangan perusahaan 

d) Membantu untuk mengembangkan model yang 
akan digunakan dimasa yang akan dating.  

b. Sosialisasi  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

sosialisasi adalah proses belajar seorang anggota 
masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayan 
masyarakat dilingkungannya. Kaitannya dengan 
perpajakan, maka sosialisasi pajak merupakan proses untuk 
mengenalkan kepada masyarakat tentang pajak agar mereka 
bisa menghayati arti penting dari pajak tersebut.32 

                                                           
32 2NN\� &DK\D� $NEDU�� ³3HQJDUXK� 6RVLDOLVDVL� 3DMDN�� 3HQJHWDKXDQ� 3DMDN��

Pelayanan 3DMDN�'DQ�.HVDGDUDQ�3DMDN�7HUKDGDS�.HSDWXKDQ�3DMDN�.HQGDUDDQ�%HUPRWRU´��
(Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019), Hlm.15. 
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Upaya dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan 
wajib pajak dilakukan dengan sosialisasi yang beragam 
bentuk dan cara sosialisasi. Namun kegiatan sosialisasi 
harus dilakukan dengan cara yang efektif dengan media-
media yang lebih diketahui masyarakat. Peran aktif 
pemerintah juga sangat dibutuhkan untuk menyadarkan 
masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan atau 
sosialisasi rutin atau berupa pelatihan secara intensif agar 
kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dapat 
meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat 
digunakan untuk menstimulus atau meransang wajib pajak 
dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.33 

Sosialisasi adalah hal yang penting dalam upaya 
peningkatan kesadaran membayar pajak. Melalui sosialisasi 
wajib pajak mendapatkan wawasan dan pembinaan tentang 
segala hal mengenai perpajakan. Sosialisasi tidak hanya 
dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang 
nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran 
wajib pajak itu sendiri. Namun, sosialisasi perpajakan 
diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai 
target.  

Adapun indikator yang mempengaruhi sosialisasi 
perpajakan antara lain; 
1) Adanya seminar terkait pentingnya membayar pajak 

yang diadakan Lembaga pemungut 
2) Wajib pajak sering mendapat brosur tentang pajak 
3) Petugas menguasai materi tentang pajak saat memberi 

penjelasan dan sosialisasi 
4) Wajib pajak memperoleh iunformasi lengkap tentang 

pajak melalui website resmi lembaga pemungut 
5) Adanya informasi perkembangan terkait melalui surat 

kabar, majalah, jurnal atau iklan layanan maasyarakat 
di televisi. 

                                                           
33 Ibid. Hlm.16. 



27 
 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara yang dilakukan peneliti 
untuk menemukan pengetahuan sebagai jawaban atas pertanyaan-
pertanyaan yang telah dijabarkan dalam rumusan masalah penelitian. 

Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode 
penelitian kualitatif deskriptif. Yaitu metode penelitian yang 
berusaha menggambarkan secara sistematis suatu fenomena, 
menggambarkan hubungan antar fenomena secara apa adanya, 
berusaha menganalisis suatu fenomena hingga sampai pada 
suatu kesimpulan.34 

Pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu proses 
penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodelogi 
yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, 
dilakukan pada kondisi yang sifatnya alamiah dan bersifat 
penemuan. dimana peneliti adalah instrumen kunci sehingga 
diperlukan bekal teori serta wawasan yang luas bagi peneliti 
guna membuat suatu pertanyaan, menganalisis, dan 
mengkonstruksi objek yang di teliti agar lebih jelas.35 

Oleh karena itu, penelitian kualitatif deskriptif 
merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman 
mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial 
berdasarkan kondisi alami yang holistik, komplek dan rinci. 

2. Kehadiran peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai instrumen kunci 
secara langsung turun ke lapangan dalam melakukan observasi 
lapangan untuk mengamati dan menganalisa objek yang di 
teliti. Peneliti melalui pengamatan langsung dan wawancara 

                                                           
34 Eko Murdiyanto, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarata:Lembaga 

Penelitian Dan 3HQJDEGLDQ�0DV\DUDNDW�891�³9HWHUDQ´��������+OP����� 
35  Ibid. 
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dengan informan di lapangan untuk mendapatkan data 
mengenai strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak restoran 
di Kabupaten Lombok Tengah. 

3. Lokasi penelitian 

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian bertempat di 
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Lombok Tengah yang 
secara administratisi berada di Jalan Raya Raden Puguh Desa 
Leneng, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah 
Provinsi Nusa Tenggar Barat.  

4. Sumber dan jenis data 

a. Sumber Data, Sumber data dalam penelitian ini di peroleh 
dari sumber data primer maupun sumber data sekunder. 

b. Jenis Data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; 
1) Data primer merupakan sumber data yang diperoleh 

dari sumber primer seperti narasumber atau 
informant. Sumber data primer dalam penelitian ini di 
peroleh dari informan di lapangan seperti pimpinan 
dan pegawai Badan Pengelola Pendapatan Daerah 
Lombok Tengah khususnya para staf dan jajaran di 
sub bidang pajak restoran atau non pbb. 

2) Data sekunder merupakan sumber data tambahan 
yang di ambil tidak secara langsung di lapangan, 
melainkan dari sumber yang sudah di buat oleh orang 
lain, misalnya: buku, dokumen, foto dan statistik.36 

5. Prosedur pengumpulan data 

a. Observasi 
Observasi atau pengamatan merupakan salah satu 

teknik pengumpulan data atau informasi terhadap obyek 
atau peristiwa yang sifatnya kasat mata atau dapat di 
deteksi oleh panca indra. Dalam beberapa hal, informasi 

                                                           
36 )DULGD� 1XJUDKD�´0HWRGH� 3HQHOLWLDQ� .XDOLWDWLI� 'DODP� 0HWRGH� 3HQHOLWLDQ�

3HQGLGLNDQ�%DKDVD´�6XUDNDUWD�&DNUD�%RRNV���������+OP���� 
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yang diperoleh melalui observasi memiliki tingkat 
akuraasi yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan melalui 
pengamatan pengamat dapat melihat mengetahui secara 
langsung keberadaan obyek atau peristiwa yang 
diamatinya.37 

Observasi dalam penelitian ini menggunakan jenis 
observasi non partisipatif. Dimana peneliti bertindak 
hanya sebagai orang luar yaitu sebagai pengamat dan 
partisipan. Dimana aspek-aspek yang akan di observasi 
meliputi tempat, pelaku atau narasumber dan kegiatan 
atau aktivitas lainnya. 

Dalam hal ini, aspek-aspek yang akan di observasi 
adalah tempat, pelaku atau narasumber dan kegiatan atau 
aktivitas lainnya. 
1) Tempat, yaitu lokasi yang menjadi tempat 

penelitian,yaitu lingkungan Badan Pengelola 
Pendapatan Daerah (BAPENDA) Lombok Tengah 

2) Pelaku atau Narasumber, yaitu orang-orang yang 
berada dan menjadi bagian dari lingkup lingkungan 
Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA) 
Lombok Tengah 

3) Aktivitas, yaitu kegiatan yang di lakukan oleh 
orang-orang yang berada dan menjadi bagian dari 
lingkup lingkungan Badan Pengelola Pendapatan 
Daerah (BAPENDA) Lombok Tengah. 

b. Wawancara 
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara 

tidak  terstruktur. Wawancara tidak terstruktur ialah 
wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi 
yang sifatnya tidak baku atau untuk mendapatkan 
informasi yaag jamak.hasil wawancara  tidak terstruktur  
menekankan padaa pengecualian, penyimpangan, 
penafsiran yang tidak lazim, penafsiran Kembali, 

                                                           
37 ,GD� %DJXV� *GH� 3XMDDVWDYD�� ³7HNQLN� :DZDQFDUD� 'DQ� 2EVHUYDVL� 8QWXN�

PHQJXPSXODQ� %DKDQ� ,QIRUPDVL´�� (Skripsi, Fakultas Sastra Dan Budaya Universitas 
Udayana, Bali, 2016, Hlm. 8. 
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pendekatan baru, pandangan ahli, atau persfektif tunggal. 
Perbedaan wawancara tidak terstruktur dengan wawancara 
terstruktur  adalah ddalam hal waktu bertanya  dan 
memberikan respon yang lebih bebas. Selain itu, 
narasumber terbatas pada yang dipilih saja yang dianggap 
memiliki pengetahuan terhadap informasi yang 
dibutuhkan.38 

Adapun tahap-tahap yang harus diperhatikan dalam 
wawancara adalah sebagai berikut: 
1) Pembatasan jumlah pertanyaan 
2) Melihat Kembali tujuan wawancara 
3) Mengusaahakan jawaban atas pertanyaan berupa 

fakta atau opini 
4) Mengussahakan data yang diperoleh harus direkam 

atau dicatat 
5) Pertanyaan disampaikan dengan jelas dan lugas 
6) Menyampaikan pertanyaan dengan singkat 
7) Tidak memotong jawaban informan.39 

c. Dokumentasi 
Dokumen (dokumentasi) adalah setiap pembuktian 

yang di dasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang 
berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologi. 
Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen dalam 
penelitian kualitatif adalah setiap bahan tertulis ataupun 
film yang dapat digunakan sebagai pendukung bukti 
penelitian. Penggunaan dokumen sebagai sumber data 
dalam penelitian yang dimaksud adalah untuk mendukung 
dan menambah bukti sebab dokumen dapat memberikan 
rincian yang spesifik yang mendukung informasi dari 
sumber-sumber lain.40 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 
dokumentasi untuk mengumpulkan data dan informasi 

                                                           
38 )DULGD�1XJUDKD��³0HWRGH«�+OP����� 
39 ,GD�%DJXV�*GH�3XMDDVWD\D��³7HNQLN�����+OP����-61. 
40 (NR�0XUGL\DQWR��³0HWRGH«���+OP���� 
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tentang profil Badan Pengelola Pendapatan Daerah 
(BAPPENDA) Lombok Tengah. 

6. Teknik analisis data 

Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis data yaitu 
proses mencari dan menyusun data yang di peroleh dari hasil 
wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan bahan-bahan 
lainnya, sehingga dapat dengan mudah di pahami dan di 
informasikan kepada orang lain. . Analisis data di lakukan 
dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam 
unit-unit, yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan.41 

Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis 
data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data dalam 
proses siklus. Dalam model analisis ini, peneliti dimungkinkan 
melakukan pencarian data kembali dilapangan jika data yang 
ditemukan dirasa kurang tepat untuk menemukan kesimpulan. 
Dengan demikian, selama anlisis data dilakukan dalam proses 
siklus, secara langsung telah dilakukan triangulasi data untuk 
kepentingan penarikan kesimpulan akhir penelitian. Ketiga 
Langkah dalam komponen analisis interaktif adalah sebagai 
berikut: 

 

a. Data reduction (reduksi data) 

Mereduksi data berarti merangkum , memilih hal-
hal yang pokok , memfokuskan pada hal-hal yang penting, 
serta dicari tema dan polanya. Hal ini dilakukan karena 
data yang di peroleh jumlahnya cukup banyak sehingga 
perlu di catat secara rinci dan teliti 

b. Data display (penyajian data) 

Setelah mereduksi data, maka langkah selanjutnya 
dalah mendisplaykan atau menyajikan data. Dalam 
penelitian kualitatif proses penyajian data dapat dilakukan 

                                                           
41 Ibid, Hlm.45 
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dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 
kategori, flowcharti, dan sebagainya. 

c. Conclusing drawing atau verification 

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan 
kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian 
kualitatif adalah temuan baru yang belum pernah ada 
sebelumnya. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau 
gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-
remang atau gelap sehingg setelah di teliti menjadi jelas, 
dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis 
atau teori.42 

7. Pengecekan keabsahan data 

Pada bagian ini peneliti menjelaskan usaha-usaha yang 
dilakukan untuk menjamin validitas data yang di tuangkan 
dalam penelitian. Validitas data merupakan derajat ketepatan 
antara  data pada subyek penelitian dengan data  yang dapat 
dilaporkan peneliti. Ini berarti hasil penelitian harus 
mengandung nilai kebenaran dan dapat dipercaya oleh para 
pembaca yang kritis . 

Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Triangulasi, diartikan sebagai pengecekan atau 
pemeriksaan data dari berbagaai sumber, dengan berbagai cara 
dan berbagai waktu sehingga terdapat triangulasi sumber, 
triangulasi Teknik dan triangulasi waktu. Sedangkan jenis 
triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu 
untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek 
data yang telah diperoleh  melalui berbagai sumber 

 
 
 
 
 

                                                           
42 Farida 1XJUDKD��0HWRGH«��+OP����-176. 
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H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada penelitian ini mengacu pada 
pedoman penulisan skripsi Universitas Islam Negeri MataramTahun 
2023/2024 dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik serta 
Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. 

Bab Pertama, pendahuluan, yaitu tahap peneliti menguraikan 
latar belakang masalah yang menjadi tema penelitian. Kemudian 
selanjutnya peneliti menguraikan rumusan masalah yang menjadi 
fokus dalam penelitian yang dilakukan peneliti, tujuan dan manfaat, 
ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka dan kerangka 
teori yang menjadi bahan acuan dalam penelitian. Selanjutnya pada 
bab ini juga peneliti menguraikan serangkaian teknik atau metode 
penelitian yang digunakan dalam proses penelitian yang terdiri dari 
pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber 
dan jenis data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data dan 
pengecekan keabsahan data. 

Bab Kedua, pembahasan tentang strategi badan pengelola 
pendapatan daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
restoran di kabupaten lombok tengah periode 2020-2022. Pada bab ini 
juga di paparkan secara deskriptif tentang gambaran umum lokasi 
tempat penelitian dilakukan.seperti profil, ketentuan umum, tugas dan 
fungsi pokok badan pengelola pendapatan daerah. Selanjutnya peneliti 
menguraikan tentang strategi badan pengelola pendapatan daerah 
dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran yakni pendataan, 
sosialisasi, pengawasan , pemeriksaan, penagihan dan pembentukan 
satgas, selanjutnya peneiliti menguraikan data pendukung strategi  
dan melakukan analisis data strategi badan pengelola pendapatan 
daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran.  

Bab Ketiga, berisi pembahasan tentang dampak  penerapan 
strategi terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di kabupaten 
Lombok Tengah yakni peningkatan kepatuhan wajib pajak yang 
dibuktikan dengan realisasi peningkatan penerimaan pajak restoran. 
selain itu, dampak selanjutnya adalah jam kerja dilapangan yang 
bertambah. Selanjutnya pada bab ini peneliti juga menguraikan data 
peningkatan penerimaan pajak sebagai dampak dari peningkatan 
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kepatuhan wajib pajak dan melakukan analisis data terhadap dampak 
dari penerapan strategi badan pengelola pendapatan daerah dalam 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran. 

Bab Keempat, penutup yakni uraian kesimpulan dan saran 
berdasakan hasil analisis data penelitian, pada bab ini juga 
disampaikan keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian. Saran-
saran diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk membantu dalam 
kesempurnaan dari sisi penelitian atau sebagai masukan terhadap 
lembaga. 
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BAB II 
STRATEGI BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH 
DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK 

RESTORAN DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH PERIODE 
2020-2022 

A. Gambaran Umum Lokasi penelitian 

1. Profil Badan Pengelola Pendapatan Daerah  Kabupaten 
Lombok Tengah 

Badan adalah Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya 
di sebut Badan Pengelola Pendapatan Daerah merupakan sebuah 
Badan penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelola 
pendapatan daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab 
kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Dalam pemerintahan 
kabupaten Lombok tengah badan pengelola pendapatan daerah 
memiliki peeran yang sangat vital yaitu sebagai stake holders 
dalam menggali sumber potensi pendapatan daerah sehingga 
dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan di Kabupaten 
Lombok Tengah.43 Secara administrasi badan pengelola 
pendapatan daerah berada di komplek perkantoran Gedung 
Bupati Lombok Tengah di Jalan Raya Raden Puguh Kecamatan 
Leneng Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah. 

2. Ketentuan Umum Badan Pengelola Pendapatan Daerah 

Berdasarkan peraturan Bupati Lombok Tengah No 47 tahun 
2022 mengenai ketentuan umum Badan Pengelola Pendapatan 
Daerah Kabupaten Lombok Tengah menetapkan tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja 
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah 
adalah sebagai berikut; 

 
 
 
                                                           

43 LKJ-IP Badan Pegelola Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah, 
Tahun 2022, Hlm.1. 
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a. Kedudukan 

Mengenai kedudukan badan pengelola pendapatan 
daerah berdasarkan peraturan tersebut dijelaskan bahwa 
Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah unsur 
penunjang urusan pemerintahan yang menyelenggarakan 
fungsi penunjang keuangan lingkup pengelolaan pajak dan 
retribusi daerah yang dipimpin oleh kepala badan yang 
berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 
bupati melalui sekretaris daerah. 

b. Susunan organisasi 

 

 

3. Tugas Dan Fungsi Pokok Badan pengelola Pendapatan 
Daerah 

a. Kepala Badan  

Berdasarkan peraturan bupati Lombok tengah nomor 
47 tahun 2022 Kepala Badan mempunyai tugas membantu 
Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah 

Kepala Badan 

Sekretariat 

Sub Bagian Umum, 
Kepegawaian dan 

Keuangan 

Fungsional 

Unsur Pelaksana  Teknis 

Bidang Perencanaan dan 
Pengembangan 

Pendapatan Daaerah 

Sub Bidang Penyusunan 
Regulasi dan Kebijakan 

Sub Bidang Pengolahan 
Data dan Pengembangan 

Potensi 

Fungsional 

Bidang Pengelolaan 
Pendapatan Daerah 

Sub Bidang Pendataan, 
Penilaian dan Penetapan 

Sub Bidang Pembukuan, 
Penagihan dan 

Penatausahaan Piutang 

Fungsional 

Bidang Pengendalian dan 
Evaluasi Pendapatan 

Daera 

Sub Bidang Evaluasi, 
Pemeriksaan dan 

Pengawasan 

Sub Bidang Penyelesaian 
Keberatan dan Sanksi 

Fungsional 

Kelompok Jabatan 
Fungsional 
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b. Sekretariat  

Sekretariat Badan dipimpin oleh Sekretaris yang 
mempunyai tugas memimpin ,merencanakan, mengatur, 
mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan 
dalam penyusunan program dan kegiatan pelaksaan yang 
meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan 
kepegawaian.  

Dibawah naungan Sekretariat terdapat Sub Bagian 
Umum, Kepegawaian Dan Keuangan yang dipimpin oleh 
kepala sub Bagian yag mempunyai tugas memimpin, 
merencanakan, mengatur, mengawasi dan 
mengkoordinasikan penyusunan program dan pelaksanaan  
kegiatan administasi kepegawaian, rumah tangga, protokol, 
perlengkapan, pelayanan dan pengelolaan keuangan dengan  

c. Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan 
Daerah  

Bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan 
daerah dipimpin oleh kepala Bidang yang mempunyai tugas 
melaksanakan penyaiapan perumusan kebijakan daerah, 
pengkoordianasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan tugas, pembinaan administrsi 
pelakssanaan tugas lingkup Perencanaan dan 
Pengembangan Pendapatan Daerah.  

Dibawah naungan Bidang Perencanan Dan 
Pengembangan Pendapatan Daerah  terdiri dari Sub Bidang 
Penyusunan Regulasi dan Kebijakan yang dipimpin oleh 
Kepala Sub Bidang, dan Sub Bidang Pengolahan Data dan 
Pengembangan Potensi Pendapatan dipimpin oleh kepala 
subbidang yang mempunyai tugas melaksanakan Sebagian 
tugas Kepala Bidang Perencanaan dan pengembangan 
Pendapatan Daerah lingkup tugas pengembangan potensi 
pendapatan.  
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d. Bidang Pendapatan Daerah  

Bidang pendapatan daerah dimpin oleh kepala bidang 
yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 
perumussan kebijakan daerah , pengkoordinasian 
pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 
tugas, pembinaan administrasi pelaksanaan tugas lingkup 
bidang pendapatan daerah.  

Dibawah kepala Bidang Pendapatan Daerah terdiri 
dari Sub bidang pendataan, penilaian dan penetapan 
dipimpin oleh kepala sub bidang, dan Sub bidang 
penagihan, pembukuan, dan penataussahaan piutang dimpin 
oleh kepala subbidang yang mempunyai tugas 
melaksanakan  Sebagian tugas kepala bidang pendataan 
daerah lingkup tugas penagihan. Pembukuaan dan 
penatausahaan piutang.  

e. Bidang  Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah  

Bidang  pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah 
dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, 
pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan ddan 
evaluasi pelaksanaan tugas, pembinaan administrasi 
pelaksanaan tugas lingkup bidang pengendalian ddan 
evaluasi pendapatan daerah.  

Dibawah naungan bidang pengendalian dan evaluasi 
pendapatan daerah   terdiri dari Sub bidang evaluasi, 
pemeriksaan dan pembinaan dimpimpin oleh kepala sub 
bidang dan Sub Bidang Penyelesaian Keberatan Dan 
Penegakan Sanksi dipimpin oleh kepala sub bidang yang 
mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas kepala 
bidang pengenddalian dan evaluasi pendapatan daerah 
lingkup tugas penyelesaian keberatan dan penegakan 
sanksi.  
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f. Bagian Pelaksanaan Teknis  & Kelompok Jabatan 
Fungsional 

Unit Pelaksanaan Teknis melaksanakan Sebagian 
tugas Badan yang berkaitan dengan kegiatan teknis 
operasional tertentu dan /atau kegiatan penunjang 
tertentuUnit Pelaksaan Teknis diatur dengan peratuiran 
Bupati tersendiri.44 

Pada lingkup badan dapat  ditetapkan jabatan 
fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari tenaga 
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagai dalam 
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. 
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas 
memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas 
dan fungsi jabatan administrator sesuai dengan bidamg 
keahlian dan keterampilannya. Kelompok jabatan 
fungsional terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional 
sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Jumlah 
kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan 
kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban 
kerja. Tugas, jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional 
diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan 
yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.45 

 

 

 

                                                           
44 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 47 Tahun 2022 Pasal 16, Hlm.17. 
45 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 47 Tahun 2022 Pasal 17-19, 

Hlm.17-18. 
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B. Strategi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Dalam 
Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten 
Lombok Tengah  

Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BAPENDA)  dalam 
Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah memiliki peranan yang 
penting yakni sebagai stake holders dalam menggali pendapatan 
daerah agar dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah 
di Kabupaten Lombok Tengah. Untuk itu Badan Pengelola 
Pendapatan Daerah terbagi menjadi beberapa bidang dan sub bidang 
dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk menggali  sumber 
pendapatan yang memiliki potensi meningkatkan pendapatan.  

Salah satu objek pajak daerah yang dapat dijadikan potensi 
pendapatan daerah adalah pajak restoran. pajak restoran berasal dari 
konsumen yang membeli dan atau menikmati layanan yang 
disediakan oleh restoran. pajak restoran memiliki potensi sama seperti 
sumber pajak lainnya. Dalam kegiatan pemungutan pajak restoran 
juga di perlukan kesadaran dan kepatuhan dari waib pajak restoran 
tersebut sehingga berjalan lancar dan sesuai target yang telah 
ditetapkan. Adapun untuk mencapai tujuan pendapatan dari sumber 
pajak restoran ini termasuk sumber lainnya Badan Pengelola 
Pendapatan Daerah perlu melakukan strategi-strategi untuk 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran yang tidak terlepas dari 
ketentuan peraturan perundang-undangan.46 

Indonesia dalam sistem perpajakanya menerapkan Self 
Assesment System   (SAS) dimana wajib pajak dalam menjalankan 
kewajiban perpajakannya memiliki peran aktif dalam penentuan 
besarnya pajak yang terutang dan melaporkan secara teratur   jumlah 
pajak yang terhutang dan jumlah yang telah dibayar sebagaimana 
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, 
sistem ini memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab 
kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar 
dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.47 

                                                           
46 LKJ-,3�%DGDQ«�+OP��� 
47 %DQX�:LWRQR�� ³3HUDQDQ� 3HQJHWDKXDQ� 3DMDN� 3DGD� .HSDWXKDQ�:DMLE� 3DMDN´��

Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 7, Nomor 2, September 2008, Hlm. 1. 
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Kepatuhan dalam kaitannya dengan wajib pajak, kepatuhan 
merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.  Sedangkan Luigi 
Alberto Fronzoni dalam Banu Witono  menyatakan kepatuhan dalam 
perpajakan memiliki arti umum  sebagai; Melaporkan secara benar 
apa adanya dasar pajak, Melaporkaan secara benar kewajiban, Tepat 
waktu dalam pengembalian, dan tepat, waktu membayar jumlah 
dihitung. Selanjutnya menurut Alm dalam Banu Witomo kepatuhan 
pajak ialah pelaporan oleh wajib pajak semua pendapatan dan  
pembayaran pajak secara keseluruhan yang sesuai dengan aplikasi 
hukum, peraturan dan keputusan hakim.48 

Dalam paradigma tradisional perilaku wajib pajak dianalisis 
sebagai individu yang berpotensi melakukan tindak kejahatan. Oleh 
karena itu pemerintah perlu mengantisipasi dengan  strategi-strategi 
untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Badan Pengelola 
Pendapatan Daerah sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di 
bidang pengelolaan pendapatan daerah termasuk dalam urusan 
penerimaan pajak daerah salah satunya pajak restoran untuk 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 
perpajakannya menerapkan beberapa strategi. Sebagaimana hasil 
wawancara yang dilakukan dengan  para pegawai di badan pengelola 
pendapatan daaerah khususnya dengan juru pungut pajak restoran dari 
bidang penagihan dan penatausahaan piutang dan oleh kepala bidang 
pengendalian dan pengawasan pendapatan daerah menejelaskan 
bahwa tingkat kepatuhan pajak restoran ini sangat erat kaitannya 
dengan kegiatan monitoring. Sehingga dari setiap tahapan atau alur 
strategi yang sudah diterapkan maka kegiatan evaluasi dan monitoring 
lapangan menjadi faktor utama keberhasilan strategi yang sudah 
diterapkan. Lebih lanjut mereka menjelaskan bahwa pajak restoran 
baik di tahun 2020 hingga ditahun 20222 mengalami peningkatan 
dikarenakan kegiatan monitoring yang memungkinkan lebih banyak 
turun kelapangan sehingga wajib pajak melaporkan dan membayar 
pajak sesuai dengan penghasilannya. 

                                                           
48 Ibid, Hlm.2. 
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Diversifikasi dari setiap elemen strategi oleh Badan Pengelola 
Pendapatan Daerah secara keseluruhan banyak terlaksana pada 
periode 2022. Hal tersebut dikarenakan pada periode 2020-2021 
masih berada dalam masa maraknya covid-19 Badan Pengelola 
Pendapatan Daerah Dalam Pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah 
disamping menekankan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban 
dalam melapor dan membayar pajak, namun disatu sisi tetap 
mengikuti kebijakan dan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah 
pusat terkait keringan dan atau pembebasan terhadap beberapa jenis 
pajak. Hal tersebut secara keseluruhan dapat di lihat dari tingkat target 
yang ditetapkan sangat kecil pada tahun 2020-2021 jika dibandingkan 
dengan tahun 2022 yang eranya sudah normal.  Sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 15 Tahun 2020 
Tentang Pembebasan Dan Pengurangan Pembayaran Pajak Daerah  
Dan Retribusi Daerah Dalam Masa Bencana Non Alam Corona Virus 
Disease 2019 Di Kabupaten Lombok Tengah pasal 4 bahwa beberapa 
dari jenis pajak daerah mendapat pengurangan. Objek pajak daerah 
yang mendapat pengurangan adalah pajak hotel, pajak restoran dan 
pajak hiburan. Dengan masing-masing memperoleh persentase 
pengurangan sebanyak 80% dari tarif 10% dengan jangka waktu 
pengurangan selama 3 bulan terhitung mulai bulan mei sampai bulan 
juli tahun 2020. Dengan demikian dapat dilihat dua sisi seimbang 
antara kepatuhan wajib pajak dengan keringanan pajak dapat 
terlaksana secara bersamaan.49 

Adapun strategi-strategi yang diterapkan oleh Badan Pengelola 
Pendapatan Daerah sebagai mana hasil wawancara dengan staf di 
Badan Pengelola Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut: 

1. Pendataan 

Pendataan merupakan bagian dari perencanaan. Sebagai 
sebuah organisasi yang terstruktur Badan Pengelola Pendapatan 
Daerah  tentu harus melakukan perencanaan dan pengembangan 
untuk menetukan kebijakan atau Langkah selanjutnya yang di 

                                                           
49 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 15 Tahun 2020 Tentang 

Pembebasan Dan Pengurangan Pembayaran Pajak Daerah  Dan Retribusi Daerah Dalam 
Masa Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 Di Kabupaten Lombok 
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ambil. Dalam hal ini Pendatan wajib pajak ini menjadi sangat 
penting dilakukan untuk menentukan target pajak restoran 
dalam satu tahun berjalan.  

Sebagai mana hasil wawancara dengan juru pungut pajak 
restoran dari sub bidang penagihan, pembukuan, dan 
penataussahaan piutang Lalu Ari mengatakan; 

³.HWLND�SHQGDWDDQ�NLWD�DGD�NDWHJori dari segi pendapatan 
berdasarkan aturan kami dimana dia pendapatannya 
minimal Rp 5 juta perbulan maka dikategorikan sebagai 
wajib pajak kemudian kita data pemiliknya kita berikan 
13:3�Q\D�VHEDJDL�GDVDU�SHQJHQDDQ�SDMDN´�50 

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa  pendataan 
pendapatan restoran  merupakan hal  pertama yang harus 
dilakukan untuk menetukan sebuah restoran menjadi objek 
pajak. Dalam pendataan petugas pajak melihat dari tingkat 
pendapatan sebagai dasar sebuah restoran ditetapkan sebagai 
objek pajak dengan pendapatan restoran minimal Rp 5 juta 
perbulan.  

Selanjutnya wawancara dengan Kepala Bidang  
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Rahadian 
Sukmajaya mengatakan; 

³� KDO� SHUWDPD� \DQJ� NLWD� ODNXNDQ� WHQWX� DGDODK�PHQGDWD��
pendataan ini untuk mengetahui jumlah wajib pajak 
restoran itu sendiri, seberapa besar kecil skala 
restorannya sehingga dari sana kita bisa menentukan 
target yang harus kita buat ya, kemudian bagaimana 
langkah selanjutnya sudah kita pikirkan dari sana´51 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
50 Lalu Ari, Wawancara, Praya, Rabu 1 November 2023 
51 Rahadian Sukmajaya, Wawancara, Praya, Selasa 10 Oktober 2023 
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Tabel 2.1 
Jumlah Wajib Pajak Restoran Tahun 2020-2022 

Tahun Jumlah wajib pajak 

2020 236 

2021 237 

2022 230 
Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok 
Tengah Pada 3 Oktober 2023 

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pendataan 
wajib pajak restoran di kabupaten Lombok Tengah dilakukan 
dengan cara mendatangi calon wajib pajak satu per satu. Hasil 
penelitian menunjukkan hasil pendataan jumlah wajib pajak pada 
tahun 2020 berjumlah 236, wajib pajak pada tahun 2021 
berjumlah 237, dan pada tahun 2022 berjumlah 230. Penurunan 
jumlah wajib pajak tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor 
salah satunya adalah efek  covid-19 yang yang berlangsung 
hingga tahun 2021. 

 Dalam sebuah penelitian yang  dilakukan oleh Tumija 
dan Wulan Permatasari tentang strategi dinas pendapatan dan 
pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam meningkatkan 
penerimaan pajak restoran di kota cimahi jawa barat 
menunjukkan hasil bahwa salah satu strategi untuk meningkatkan 
penerimaan pajak restoran sebagai implikasi dari kepatuhan wajib 
pajak dalam menjalankan ketentuan perpajakan adalah 
pengamatan lingkungan yang didalamnya dilakukan pendataan 
potensi pajak secara baik dan benar. Seberapa besar potensi suatu 
penerimaan dapat dilihat dari jumlah wajib pajak. Hasil dari 
penelitian tersebut menunjukka bahwa pendataan memiliki 
peranana penting sebagai strategi untuk menentukan ketentuan 
perpajakan sehingga dengan kesesuaian antara kondisi 
lingkungan wajib pajak dengan ketentuan pajak akan menjadi 
dasar baagi wajib pajak untuk berlaku taat dan patuh terhadap 
ketentuan dalam menjalankan perpajakannya. 52 

                                                           
52 7XPLMD�GDQ�ZXODQ�SHUPDWD�VDUL��³VWUDWHJL«�KOP���-76. 
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2. Sosialisasi 

Salah satu unsur yang ditekankan oleh aparat dalam 
meningkatkan kesadaran maupun kepatuhan pajak adalah 
dengan cara mensosialisasikan peraturan pajak baik itu melalui 
penyuluhan, seruan moral baik dengan media billboard, baliho, 
maupun membuka situs peraturan pajak yang setiap saat bisa 
diakses oleh wajib pajak.53 

Sosialisasi pajak dapat dilakukan dengan berinteraksi 
langsung dilapangan dengan wajib pajak atau calon wajib pajak 
atau bisa juga melalui media elektronik seperti talkshow tv dan 
talkshow radio, media cetak  berupa koran, majalah, tabloid,   
buku , brosur, rubrik tanya jawab, artikel, komik dan lain 
sebagainya. Orang-orang dapat belajar melalui pengamatan dan 
pengalaman secara langsung dengan mengamati sosialisasi yang 
diberikan oleh petugas sehingga  wajib pajak memiliki 
pemahaman mengenai prosedur, peraturan, manfaat dan sanksi 
perpajakan.54 

Sebagaimana hasil wawancara dengan Juru Pungut pajak 
restoran Sub Bidang Penagihan, Pembukuan dan Penatausahaan 
Piutang Lalu Rosi menyatakan; 

³Strategi yang kita lakukan ialah sosialisasi, kita turun 
kelapangan memberikan arahan kepada wajib pajak, 
karena seperti yang kita tahu pajak restoran inikan 
sifatnya memaksa dan pastinya banyak masalah 
pemahaman juga jadi kita berikan aturan-aturan yang 
dari Perda, Pergub bahwa iniloh aturan yang harus 
dijalankan oleh wajib pajak UHVWRUDQ�LQL´55 

Dari keterangan diatas dapat dilihat bahwa strategi 
sosialisasi dilakukan dilapangan untuk memberikan 
pengetahuan kepada wajib pajak mengenai aturan-aturan 
perpajakan yang harus di patuhi. Sehingga diharapkan dengan 

                                                           
53 %DQX�:LWRQR�� ³3HUDQDQ� 3HQJHWDKXDQ� 3DMDN� 3DGD� .HSDWXKDQ�:DMLE� 3DMDN´��

Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 7, Nomor 2, September 2008, Hlm.2. 
54 2NN\�&DK\D�$NEDU��³3HQJDUXK«�+OP���� 
55 Lalu Rosi, Wawancara, Praya, Selasa 10 Oktober 2023 
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pengetahuan yang dimiliki dapat menumbuhkan sikap sadar 
pajak dalam diri wajib pajak yang kemudian direalisasikan 
denga kepatuhan wajib pajak membayar pajak. 

Diperkuat oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi 
Pendapatan Daerah Rahadian Sukmajaya PHQJDWDNDQ¶ 

³Strategi utama untuk meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak restoran ini termasuk sebelas jenis pajak lainnya 
juga ialah sosialisasi untuk semua wajib pajak. 
Sosialisasi apa yang kena pajak, berapa persen yang 
kena pajak, sistemnya bagaimana dan lain sebagainya 
WHUNDLW�WHQWDQJ�SDMDN�UHVWRUDQ�LQL�NLWD�VRVLDOLDVLNDQ´56 

Dari keterangaan diatas dapat dilihat bahwa sosialisasi 
dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada wajib pajak 
tentang kriteria objek kena pajak, berapa persentase yang harus 
dibayar pajak dari pendapatan  serta tata cara dan ketentuan 
sistem pajak dalam pemungutan pajak. Sehingga dengan 
pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dan calon wajib 
pajak dapat menimbulkan kesadaran dan meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban 
perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. 

 
Tabel  2.2 

Kegiatan Sosialisasi Pajak Restoran Badan Pengelola 
Pendapatan Daaerah Tahun 2020-2022 

Tahun Bulan Lokasi Ket. Peserta 

2020/2021 - - - 

2022 27 
Januari 

Aula Gedung 
Kantor Bupati 

Semua Wajib Pajak 
Restoran 

20 
Juni 

Aula Gedung 
Kantor Bupati 

Semua Wajib Pajak 
Restoran 

Sumber:Badan Pengelola Pendpatan Daeeah Kabupaten Lombok 
Tengah Pada 16 November 2023 

                                                           
56 Rahadian Sukmajaya, Wawancara, Praya, Selasa 10 Oktober 2023 
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Berdasarkan data dari hasil penelitian di atas 
menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dilakukan secara 
langsung tatap muka dalam agenda khusus yang dilakukan dua 
kali dalam setahun. Agenda khusus sosialisasi diselenggarakan di 
Aula  Gedung Kantor Bupati yakni pada tanggal 27 Januari dan 
tanggal 20 Juni tahun 2022. Adapun tahun sebelumnya yakni 
tahun 2020 dan 2021 tidak diadakan agenda sosialisasi 
dikarenakan masih menyebarnya wabah covid-19.  Peserta dari 
kegiatan sosialisasi tersebut adalah semua wajib pajak yang 
dihadirkan dalam beberapa sesi. Mereka diberikan keharusan 
untuk mengahdiri kegiatan tersebut  melalui surat undangan yang 
diberikan oleh petugas pajak. 

Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh 
Muhamad Zaikin Dkk tentang pengaruh pengetahuan wajib pajak 
dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan 
kesadaran wajib pajak sebagai variabel interving menunjukkan 
peranan penting sosialisasi pajak. hasil penelitian tersebut 
menunjukkan bahwa sosialisasi berdampak secara signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak mengetahui dan 
memahami peraturan perpajakaan melalui sosialisasi yang 
dilakukan oleh petugas pajak. Semakin tinggi tingkat 
pengetahuan dan semakin baik pemahaman wajib pajak melalui 
sosialisasi maka akan berdampak pada  meningkatnya kepatuhan 
wajib pajak dalam menjalankan ketentuan perpajakannya. 
Dengan demikian, kurangnya sosialisasi  justru akan 
menimbulkan persepsi wajib pajak bahwa pajak merupakan 
pungutan wajib bukan sebagai peran serta mereka dalam  dalam 
pembangunan nasional atau suatu daerah. Hal tersebut 
dikarenakan masyakat yang belum dapat melihat atau merasakan 
maanfaat dari pajak yang dibayarkan. Dengan adanya sosialisasi 
pajak diharapkan wajib pajak akan semakin patuh dalam 
menjalankan ketentuan perpajakan sebagai bentuk kontribusi 
terhadap pembangunan nasional.57 
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3. Pengawasan 

Pengawasan pada dasarnya merupakan kegiatan 
lapangan dalam dalam bentuk monitoring rutin terhadap 
restoran sebagai objek pajak. Monitoring dalam agenda 
pengawasan dan evaluasi sejauh mana kegiatan restoran 
berlangsung, transaksi-transaksi yang dilakukan direstoran yang 
berkaitan dengan pembayaran ddan pendapatan restoran. hal 
semacam ini haru dipantaau secara berkala untuk menghindari 
manipulasi pajak atau ketidaksesuain antara jumlah pajak yang 
dibayar oleh restoran  dengan pendapatan yang sebenarnya 
diterima oleh restoran. 

Badan Pengelola Pendapatan Daerah pengawasan selain 
meningkatkan monitoring lapangan juga menggunakan sarana  
berupa sebuah alat pantau terhadap restoran. juru pungut pajak 
restoran memberikan alat berupa smar tab yang dipasang dan 
disambungkan dengan computer kasir sehungga dapat mem 
back up seluruh data yang masuk di computer tersebut termasuk 
pembayaran  atas pelayana restoran kemudiaan petugas pajak 
aataau juru oungut akan memantau dari sana pendapatan 
restoran tersebut sehingga dapat meminimalisir manipulasi 
pajak. 

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengendalian 
Dan Evaluasi Pendapatan Daerah Rahadian Sukmajaya 
mengatakan; 

³Dalam pengawasan ini kita ada strategi kita 
memberikan semacam Smart Tab kepada wajib pajak 
restoran ini yang gunanya untuk mengetahui omsetnya 
VHWLDS�KDUL�VHFDUD�RQOLQH�LWX�EHUDSD´58 

Dari keterangan di atas dilihat bahwa Badan Pengelola 
Pendapatan Daerah melakukan pengawasan dengan cara 
memasang smart tab di computer kasir restoran sehingga 
mereka dapat memantau pemasukannya baik setiap hari, setiap 

                                                           
58 Rahardian Sukmajaya, Wawancara, Praya, Selassa 10 Oktober 2023. 
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minggu atau setiap bulan. Hal ini di lakukan untuk menghindari 
manipulasi pajak oleh wajib pajak. 

Kemudian wawancara dengan Juru Pungut pajak 
restoran dari Sub Bidang Penagihan, Pembukuan dan 
Penatausahaan Piutang Lalu Rosi mengatakan; 

³LQL� VHEHQDUQ\D� NLWD� DGD� VWUDWHJL� SDQWDX� VHFDUD� RQOLQH�
omsetnya setiap hari. Kemudiann kita tunggu 
pelaporannya. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak  
perbulan. Dia kirim dulu STPPD dulu dia kirim ke kami, 
nanti dia kirim bukti transfernya esok hari. Artinya tidak 
boleh dikirin dalam waktu yang bersamaan.´59 

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa dalam 
pengawasannya badan pengelola pendapataan daerah memantau 
pendapatan secara online koneksi melalui smart tab  akan tetapi 
mereka tetap di haruskan melakukan pelaporan oleh wajib pajak 
atas pembayaran pajaknya setiap bulan. 

Selanjutnya dilain waktu sebagaimana wawancara 
dengan juru pungut pajak restoran dari Sub Bidang Penagihan, 
Pembukuan dan Penatausahaan PiuWDQJ�/DOX�$UL�PHQJDWDNDQ¶ 

³� Kita ada sebuah  alat namanya smart tab untuk 
mengetahui pemasukannya setiap hari. Di tahun ini kita 
sudah pasang sekitar 60 biji di beberapa restoran tapi 
adaa juga yang tidak berfungsi. Rencananya ditahun 
2024 ini akan kita passangkan semuanya. Untuk wilayah 
kuta sudah ada  kami pasang salah satunya di Novotel 
VDPD�3XUL�5LQMDQL�´�60 

Dari keterangan di atas dapat di lihat bahwa di tahun ini 
pengawasan dengan smart tab masih belum dilakukan di semua 
restoran di kabupaten Lombok tengah. Terdapat 31 restoran dari 
jumlah objek pajak yang berjumlah  230 buah restoran yang 
sudah dipasangkan smart tab. dan di 2024 mendatang akan 
dipasangkan di semua restoran untuk memaksimalkan 
pengawasan. 

                                                           
59 Lalu Rosi, Wawancara, Praya, Selassa 10 Oktober 2023. 
60 Lalu Ari, Wawancara, Praya, Rabu 1 November 2023. 
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Tabel 2.3 
Daftar Restoran Yang Sudah Dipasangkan Smart Tab 

Per Desember 2022 
No Nama Usaha Perangkat  Alamat 

1 Starbucks Coffe Client Rider Tanak Awu Pujut, 
Lombok Tengah 

2 Elbazar I Client Rider Jl. Raya Kuta  No.5  
,Kuta Lombok 
Tengah 

3 El Bazar Ii Client Rider Jl. Raya Kuta  No.5  
,Kuta Lombok 
Tengah 

4 Origin Lombok 
Resto 

Client Rider Dusun 151, Jln  
Kuta,Sengkol-Pujut  

5 Aerofood 
Bandara 

Client Rider Jl. Baypass Bandata 
Int. Lombok  

6 Loqa Pure 
Goodness 

Client Rider Jl. Raya Kuta Pujut 
Lombok Tengah 

7 RM. Keker Client Rider Sukarare, Jonggat 
8 Longtun 

Waterpark 
Client Rider Kopang, Rembige 

Lombok Tengah 
9 Segara Anak 

Resto 
Client Rider Jl. Pariwisata Kuta 

Lombok Tengah 
10 Grand Royal Bil Client Rider Jl. Bypass, Bandara 

Int, Lombok 
11 Rumah Makan 

Rinjani 2 
Online Pos Jl. Bypass Bill, 

Penujak Lombok 
Tengah 

12 Warung Lalapan 
Santai 

Online Pos Jl, Bypass Bil 

13 Lesehan 
Taliwang  

Online Pos Jl.Soekarno 
Hatta,Praya Lombok 
Tengah 

14 Warung Family Online Pos Jl. Rinjani Leneng , 
Praya 

15 Lesehan Asri Online Pos Jln. Basuki Rahmat 
No.18 Praya 

16 RM. Cahaya Online Pos Jl. Bypass Bil 
17 Warung Online Pos Jl. Rinjani No.37 
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Demokrasi 
Puyung 

Kauman Praya 

18 Babanana Online Pos Jl. Kalimantan 
Leneng, Praya 
Lombok Tengah 

19 Anda Bungalow 
And Resort 

Online Pos Jl. Pariwisata Kuta 

20 Kuta Paradise Online Pos Jl. Pariwisata, Kuta 
2 Warung Jawa 

Pemuda 
Online Pos Jl. Raya Kuta, 

Lombok 
22 Rm Ria Online Pos Jl. Jendral Sudirman 

No.83 Praya 
23 Illira Lite Resto Client Rider Jl. Raya No 88 

Penujak 
24 Roti¶2� Bandara 

Lombok 
Client Rider Tanak Awu Pujut, 

Lombok Tengah 
25 Asthari Client Rider Jl. Mawun-Prabu 
26 Bush Radio Client Rider Jl. Raya Kuta, Pujut 

Lombok Tengah 
27 Raja Hotel Kuta 

Mandalika 
Client Rider Jl. Raya Kuta, 

Lombok Tengah 
28 Pullman Lombok  Client Rider ITDC Mandalika 

Tourism 
29 Rocket Chiken 

Kuta 
 

Interceptor 
Box 

Jl. Raya Kuta, Pujut 
Lombok Tengah 

30 Rocket Chiken 
Praya  

Interceptor 
Box 

Jl. Soekarna-Hatta, 
Praya 

31 Taku Resto And 
Bar 

Interceptor 
Box 

Jl. Pariwisata Kuta-
Lombok Tengah 

Sumber:Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok 
Tengah Pada 17 Nov. 2023 

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa kegiatan 
pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pendapatan 
Daerah dengan memasang alat smart tab di beberapa restoran. 
alat tersebut dipasang di computer kasir restoran yang yang 
memiliki fungsi untuk merekam data pembayaran atas 
pelayanan yang disediakan oleh restoran. per Desember alat 
tersebut sudah dipasang di 31 restoran yang ada di Lombok 
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Tengah. Jenis dari alat ini ada yang Namanya Client Rider, 
Interceptor Box dan Pos Online tetapi memiliki sistem kerja 
yang sama. Alat smart tab dengan kemampuan merekam data 
tersebut digunakan untuk mengurangi manipulasi pajak yang 
harus dibayar oleh wajib pajak restoran dikarenakan data 
pendapatan restoran yang sebenarnya sudah direkam melalui 
smart tab. Dimana banyak kasus wajib pajak restoran 
membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah pendapatan yang 
diterima sehingga alat ini menjadi solusi untuk meminimalisir 
atau menghindari kasus-kasus tersebut. 

 
 

Gambar 2.1 
Smart Tab 

 
Sumber:Taku Resto and Bar pada 3 November 2023 
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Gambar 2.2 
Smart Tab saat di pasang di computer 

 

 
Sumber:Taku Resto and Bar pada 3 November 2023 

4. Pemeriksaan 

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu komponen yang 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. 
Peningkatan penerimaan pajak  restoran akan terjadi apabila  
dilakukan pemeriksaan pajak. Fluktuasi pemeriksaan terjadi 
karena adanya sanksi  yang akan diterima apabila wajib pajak 
terbukti melakukan  penghindaran pajak.  Apabila ddalam 
pemeriksaan ditemukan adanya pajak terutang yang jatuh tempo 
maka wajib pajak akaan dikenakan sanksi  berupa denda sesuai 
peraaturan perundang-undangan. Denda yang diberikan kepada 
wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak akan 
berpengaruh  terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, serta 
perbaikan kinerja  petugas pajak untuk lebih rutin dan fokus 
memeriksa wajib pajak tanpa pilih kasih sehingga akan lebih 
sulit bagi wajib pajak untuk menghindari bayar pajak.  
Pemeriksaan ddan audit pajak pajak adalah strategi yang efektif 
untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar pajak.61 
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Sudah diketahui secara umum bahwa pemeriksaan pajak 
merupakan bagian dari siklus perpajakan yang paling ditakuti. 
Seolah-olah kita memasuki Kawasan gelap yang dipenuhi dengan 
ketidakpastian. Namun hal ini mengandaikan beberapa hal seperti 
kita sendiri yanag tidak siap diperiksa karena  karena pembukuan 
yang tidak baik dan benar atau banyaknya hal yang dapat 
menimbulkan multitafsir  dan berujung pada kerugian wajib 
pajak. Maka perlu ditegaskan bahwa jangan sampai kita lari 
menghindari pemeriksaan, sebaiknya kita mempersiapkan diri 
dengan memahami atiran main baik dalam hal hak maupun 
kewajiban yang melekat pada wajib pajak sat diperiksa.62  

Menurut pasal 1 angka 25 UU KUP,  pemeriksaan pajak 
ialah serangkaian kegiatan mengimpun dan mengelola data, 
keterangan dan atau  bukti yang dilakukan secara obyektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan 
perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.63 

Pemeriksaan terhadap wajib pajak restoran dilakukan oleh 
Badan Pengelola Pendapatan Daerah dengan cara turun ke 
lapangan. Melakukan uji petik terhadap berapa penghasilan 
restoran tersebut setiap harinya apakah sudah sesuai dengan 
jumlah pajak yang dibayar dengan persentase pendapatan yang 
semestinya diterima. Karena pengawasaan menggunakan smart 
tab tersebut tidak semua restoran diberikan alat tersebut sehingga 
pihak juru pungut perlu memeriksa secara langsung ke lapangan. 

Adapun tujuan daripada pemeriksaan pajak terhadap wajib 
pajak adalah sebagai berikut 
a. Pemeriksaan dibatasi dalam lingkup kegiatan 

menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau 
bukti. Artinya bahwa ia tidak memang bekerja 
berdasarkan dugaan atau asumsi. 
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63 Ibid. 
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b. Dilaksanakan secara obyektif. Artinya memiliki tujuan 
yang jelas dan tidak didasarkan pada subyektivisme, 
konsep suka atau tidak suka atau tebang pilih. 

c. Professional. Artinya artinya pemeriksaan didasarkan pada 
norma tertentu, dilakukan oleh individu tertentu yang 
memiliki keahlian dan keterampilan dibidang pemeriksaan 
pajak 

d. Berdasarkan suatu standar pemeriksaan.  Artinya terukur 
dan dapat dinilai, meliputi standar umum, standar 
pelaksanaan, ddan standar pelaporan pemeriksaan pajak. 

e. Menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan 
kewajiban perpajakan. 

f. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 
peraturaan perundang-undangan. 
 
Sebagaimana wawancara dengan Kepala Bidang 

Pengendalian dan evaluasi Pendapatan Daerah Rahadian 
Sukmajaya  

³Itu adalah bagian dari pengendalian kita ya, kita lakukan 
pemeriksaan untuk wajib pajak yang bandel dan yang 
tidak membayar sesuai kelayakannya berapa, karena 
VHKDUXVQ\D��GLD�KDUXV�ODSRU�GXOX�NHVD\D´64 

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa pemeriksaan 
merupakan bagian dari pengendalian yang dilakukan oleh 
Badan Pengelola Pendapatan Daerah terhadap  wajib pajak yang 
tidak membayar atau menunggak. Karena pada dasarnya ada 
ketentuan jika menunggak harus melapor atau ada perjanjian 
terlebih dahulu dengan pihak pegawai pajak. 

Selanjutnya kepala Sub Bidang Evalusi, Pemeriksaan dan 
Pembinaan Lalu Darmawan menambahkan 

³Harus kita pemeriksaan secara rutin  bersama uji 
petiknya berapa sebenarnya penghasilannya dan berapa 
dia harus bayar pajak perbulannya. Karena kemarin- 
kemarin banyak temuan dia tidak  bayar pajak 
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berdasarkan pengahasilan tetapi semau-maunya dia bayar 
tidak melalui ketentuan. Padahal sebenarnya berapa 
SHQJKDVLODQQ\D�VHEXODQ�GL�NDOL������LWX�GLD�ED\DU´�65 

Dari keterangan di atas dilihat bahwa pemeriksaan harus 
di lakukan secara rutin bersama dengan uji petik berapa 
pendapatan yang sebenarnya untuk mengurangi pembayaran 
yang tidak sesuai dengan pendapatannya atau membayar dengan 
jumlah semau-maunya karena banyak ditemukan wajib pajak 
dengan kategori tersebut. sehingga ketika diperiksa wajib wajib 
pajak yang berusaha menghindari pajak akan diberikan sanksi  
dan denda. Dengan demikian diharapkan akan ada rasa takut 
untuk menghindari pajak dengan adanya pemeriksaan. 

 
Tabel 2.4 

Kegiatan Pemeriksaan Badan Pengelola Pendapatan Daerah 
Per Desember 2020-2022 

Tahun Kegiatan Objek pemeriksaan 
2020  - 
 Juni 2021 Bamba, Knalpot Restaurant 

and Bar 
Sikara Lombok 
Niama Vila 

April 2022 Siwa Resort, Lombok 
Novotel Resort and Villas 
Niama Vila 

Sumber:Badan Pengelola Pendpatan Daeeah Kabupaten Lombok 
Tengah Pada 16 November 2023 
 

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa kegiatan 
pemeriksaan oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah 
dilakukan satu kali dalam satu tahun yakni pada tahun 2021 
pada bulan Juni dilakukan pemeriksaan terhadap Bamba 
Knalpot Restaurant And Bar, Sikara Lombok, dan Niama Vila. 
Dan ditahun 2022 pada bulan April melakukan pemeriksaan 
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terhadap Siwa Resort Lombook, Novotel Resort And Villas dan 
Niama Vila. Pemeriksaan dilakukan terhadap wajib pajak yang 
yang di anggap melakukan penyelewangan terhadap ketentuan 
perpajakan. 

Pemeriksaan pajak  memiliki  pengaruh yang positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak sebagaimana hasil dalam 
penelitian yang dilakukan oleh Marisa Herriyanto dan Arianto 
Toly tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak 
dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan 
di KKP pratama Surabaya sawahan. Hal ini juga sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan Sutanto yang menyimpulkan bahwa 
jumlah pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 
pajak yang diwujudkan dalam realiasi penerimaan pajak di KKP 
mataram. 

5. Penagihan 

Penagihan pajak adalah serangkaian Tindakan agar wajib 
pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya 
penagihan pajak baik dengan cara menegur atau 
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketia dan atau 
sekaligus, memberikan surat paksa, mengusulkan pencegahan, 
melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan,dan serta 
menjual barang yang sudah disita.66 

Penagihan pajak dilaksanakan dengan surat paksa  ketika 
jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan surat 
tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat 
ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat keputussan 
pembetulaan, surat keputusan keberatan, banding serta 
keputusan peninjauan Kembali yang menyebabkan jumah pajak 
yang harus dibayar bertambah serta tidak dibayar oleh wajib 
pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan yaitu satu 
bulan atau paling lambat dua bulan untuk wajib pajak usaha 
kecil dan wajib pajak didaerah tertentu.67 
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2009), Hlm. 221. 
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Badan pengelola pendapatan daerah melakukan 
penagihan pajak restoran ini dengan cara memberikan surat 
teguran dan surat peringatan penunggakan pajak. Surat teguran 
dan surat peringatan penunggakan utang pajak ini diberikan 
kepada para wajib pajak yang sudah jatuh tempo dan tidak 
memilik perjanjian penunggakan pajak. Kemudian untuk yang 
memang ngeyel sampai melewati tiga kali jatuh tempo 
dilakukan penyitaan dan atau penyanderaan, Yaitu pengamanan 
wajib pajak sementara waktu disuatu tempat. 

Proses penagihan pajak restoran ini dilakukan oleh juru 
pungut pajak restoran ketika para wajib pajak tidak patuh dalam 
membayar pajak sesuai aturan yang sudah diberikan. 
Sebagaimana hasil wawancara dengan Juru Pungut pajak 
restoran dari Sub Bidang Penagihan, Pembukuan dan 
Penatausahaan Piutang Lalu Rosi mengatakan; 

³XQWXN�PHQJDWDVL�ZDMLE�SDMDN�\DQJ� WLGDN�PDX�PHPED\DU�
pajak itu biasanya kita tagih dan kita awasi di tempat kita 
kadang nginep sampai 3 hari 2 malam di Kute karena 
restoran ini tdak terlalu banyak diwilayah praya, 
NHEDQ\DNDQ�GL�.XWH´68 

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa penagihan 
pajak dilakukan Ketika wajib pajak tidak membayar pajak 
sesuai jatuh tempo yang telah ditetapkan petugas pajak 
kemudian melakukan penagihan secara langsung ditempat 
bahkan sampai  menunggu siang dan malam jika wajib pajak 
berusaha menghindar. 

Selanjutnya Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi 
Pendapatan Daerah  Rahadian  Sukmajaya menambahkan; 

³ada lagi yang namanya penagihan. Semua yang berkaitan 
dengan pembayaran pajak  restoran ini sebenarnya ini 
dilakukan secara transfer karena sekarang kan sudah 
sistemnya self assessment system kan untuk 
mempermudah wajib pajak. Tapi ketika dia tidak mau 
membayar untuk pertama kali kita berikan surat teguran, 
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surat peringatan. Setelah strategi berupa surat teguran 
tidak diindahkan kita datengi  wajib pajak dan lain-lain. 
Nah kalok sudah ngeyel sudah 3 kali tidak membayar 
pajak maka selanjutnya kita lakukan  penyitaan dan 
penyanderaan´69 

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa penagihan 
pajak dilakukan pertama kali dengan memberikan surat teguran 
kemudian selanjutnya di berikan surat peringatan. Jika sudah 
demikin sudah tiddak hiraukan oleh wajib pajak maka petugas 
pajak dapat melakukan yang penyitaan atau penyanderaan 
terhadap wajib pajak. Tujuan dilakukan hal tersebut adalah 
untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pajak yang tidak 
mau membayar pajak. 

Selanjutnya kepala Sub Bidang Evalusi, Pemeriksaan dan 
Pembinaan Lalu Darmawan menambahkan; 

³<DQJ� Nita tahu untuk meningkatkan  kepatuhan wajib 
pajak restoran ini adalah kita turun lapangan untuk 
memonitoring secara berkala, dimulai dari uji petiknya, 
berapa pemasukan perhari rata-rata teruskan bisa kita 
simpulkan dari sana rata-rata perbulan bessaran pajak 
restoran yang harus dia bayar. Karena  kebanyakan wajib 
pajak ini memang tidak jujur tetapi dengan seringnya kita 
monitor lapangan sehingga dia wajib pajak ini menjadi 
PDX�SDWXK�PHPED\DU�SDMDN´70 

Tabel 2.5 
Kegiatan Penagihan Badan Pengelola Pendapatan 

Daerah 

Periode  

2020-2022 

Pelaksanaan Objek Penagihan 

Januari-Desember Tanggal 1-15 Semua wajib pajak 
restoran 

Sumber:Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok    
Tengah Pada 16 November 2023 
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Berdasarkan data dari hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kegiatan penagihan oleh Badan Pengelola Pendapatan 
Daerah dilakukan pada awal bulan yakni mulai tanggal 1- 
tanggal 15. Kegiatan penagihan ini dilakukan terhadap semua 
wajib pajak secara acak. 

Dalam penelitian yang membahas tentang faktor-faktor 
yang memepengaruhi kepatuhan wajib pajak membayar pajak 
hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang tulis oleh Mika 
Trisnawati dan Wayan sudirman tidak diikutsertakan komponen 
penagihan pajak. Begitu pula dalam penelitian yang dilakukan 
oleh tumija dan wulan permatasari tentang strategi dinas 
pendapatan pengelolaan keuangan dan asset daerah dalam 
meningkatkan penerimaan pajak restoran di kota cimahi jawa 
barat tidak memuat komponen strategi dalam hasil 
penelitiannya. Ini menunjukkan bahwa strategi dengan 
penagihan pajak adalah baru dalam penelitian ini. 

 

6. Pembentukan  Satuan Tugas (Diversifikasi)  

Satuan tugas (satgas)  merupakan satuan unit yeng 
bertugas untuk mencegah, menginventarisasikan kasus, 
menganalisis kasus,  menghentikan atau menghambat kasus, 
melakukan pemeriksaan atau klarifikasi, melakukan 
penelusuran secara bersama terhadap kasus, dan menyusun 
rekomendasi  tindak lanjut penanganan dugaan tindakan 
melawan hukum  di  bidang penghimpunan tertentu.  

Satuan tugas gabungan atau Diversifiksi satgas merupakan 
strategi yang dibuat oleh badan pengelola pendapatan daerah 
bersama juru pungut pajak dalam menangani kasus tindakan 
melawan hukum terhadap wajib pajak daerah.  kebijakan berupa 
pembentukan satuan tugas gabungan yang terdiri dari beberapa 
instansi seperti dari polisi sektor, dinas perhubungan dan 
kejaksaan Bersama juru pungut pajak dari badan pengelola 
pendapatan daerah untuk menangani kasus wajib pajak yang 
tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan 
pajak. 
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Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bidang 
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah Rahadian 
sukmajaya mengatakan;s 

³Jadi ada strategi sekaligus kebijakan baru yaitu 
diversifikasi satgas, jadi pertama kita melibatkan semua 
pihak dalam kegiatan penagihan. Satgas diperluas tidak 
hanya dari pemerintah daerah tapi disana kita melibatkan 
instansi luar seperti kejaksaan, dinas perhubungan 
WHUPDVXN�MXJD�SROVHN´71 

Dari keterangan di atas dapat kita lihat bahwa badan 
pengelola pendapatan daerah membentuk satuan tugas lapangan 
dimana satuan tugas tersebut terdiri dari tim personil dari juru 
pungut pajak restoran, personil polisi sektor, personil dinas 
perhubungan dan personil dari kejaksaan. Tujuan pembentukan 
satuan tugas dalam cakupan yang lebih luas tersebut adalah 
sebagai bentuk pengendalian dalam rangka  penanganan kasus 
tindak pidana penyelewengan kewajiban membayar pajak. 
Wajib pajak yang tidak patuh harus di tindak lanjuti dengan 
diberikan sanksi hukum. 

Selanjutnya Juru Pungut pajak restoran Sub Bidang 
Penagihan, Pembukuan, dan Penataussahaan Piutang Lalu Rosi 
mengatakan 

³Ya sebenarnya inikan objek yang sama dari tahun 2020-
2022 memang tidak terlalu signifikan peningkatan 
kepatuhan wajib pajak restoran ini jika dilihat dari 
realisasi pendapatan. Di tahun 2022 itu kisaran 90%  nah 
ini kita kerja team work, bukan hanya saya saja sebagai 
juru pungut yang kerja di lapangan apalagi dengan 
pimpinan Ibu Kabag yang baru ini alhamdulilah kita di 
buatkan satgas dimana satgas ini tidak hanya terdiri dari 
kami sebagai juru pungut, semua bergerak kami ditemani 
oleh pihak dishub, polsek dan dari instansi lainnya. Itulah 
kiat baru kami selama ini makanya ditahun 2022 
mengalami peningkatan dari tahun 2021 dengan objek 
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yang sama. Jadi ditahun 2021 itu kita selesaikan dulu 
indikasL�SHUPDVDODKDQQ\D�DSD´72 

Dari keterangan di atas juga dapat dilihat  bahwa Badan 
Pengelola Pendapatan Daerah membentuk satuan gabungan 
yang terdiri dari juru pungut pajak restoran, tim personil dari 
polisi sektor, dinas perhubungan dan kejaksaan dalam rangka 
upaya untuk mengendalikan kasus tinddak pidana 
penyelewangan kewajiban membayar pajak oleh para wajib 
pajak yang tidak patuh. 

Tabel 2.6 
Kegiatan Satuan Tugas Badan Pengelola Pendapatan 

Daerah 
Tahun  Bulan Lokasi  Objek 

Satgas 
2020 - - - 
2021 Januari Kuta Semua 

wajib pajak 
Juni Kuta Semua 

wajib pajak 
2022 Juni Kuta Semua 

wajib pajak 
November Kuta Semua 

wajib pajak 
Sumber:Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten  Lombok 
Tengah Pada 16 November 2023 
 

Berdasarkan data dari hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kegiatan satgas tersebut dilakukan dua kali dalam satu 
tahun. Sasaran dari kegiatan satgas tidak hanya ditujukan untuk 
wajib pajak restoran tetapi semua wajib pajak dari objek pajak 
yang lain. Kegiatan satgas dilakukan pada tahun 2021 pada 
bulan Januari  dan Juni di Kuta. Dan pada tahun 2022 bulan Juni 
dan November. Kuta dijadikan lokasi satgas dikarenakan Kuta 

                                                           
72 Lalu Rosi, Wawancara, Praya, Selassa 10 Oktober 2023. 



63 
 

merupakan Kawasan strategis untuk diakses oleh wajib dari 
berbagai jensi objek pajak khususnya pajak restoran. 

Kegiatan satgas menjadi komponen strategi yang 
berpengarug positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
sebagaimana hasil dalam penelitian yang dilakukan oleh  Risky 
Pebrina Dan Amir Hidayatullah tentang Pengaruh Penerapan E-Spt, 
Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kualitas 
Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bahwa sanksi 
perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
dengan adanya sanksi yang dianggap merugikan wajib pajak 
apabila tidk membayar pajak atau membayar pajak tetapi tidak 
sesuai dengan yang seharusnya dibayar maka wajib pajak akan 
dikenakan sanksi baik sanksi berupa denda mupun sanksi 
beruoa kurungan penjara. Hal ini juga di dukung oleh hasil 
penelitian yang dilakukan oleh irmawati dan hidayatullah,2019 
yaang menyimpulkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak.73 
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BAB III 

DAMPAK PENERAPAN STRATEGI TERHADAP 
KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN 

LONBOK TENGAH PERIODE 2020-2022 

 

A. Dampak Penerapan Stategi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Restoran Di Kabupaten Lombok Tengah 

Proses manajemen strategi tidak berhenti ketika organisasi 
telah menetapkan strategi apa yang akan dilaksanakan. Perwujudan 
dari pemikiran  strategi harus di realisasikan ke dalam tindakan 
strategi yang dikenal dengan istilah implementasi / penerapan 
strategi atau Tindakan manajemen strategi. Penerapan strategi 
berarti menggerakkan  manajer dan karyawan  untuk merubh 
strategi yang sudah di rumuskan menjadi tindakan melalui proses 
pengembangan, program, anggaran dan prosedur.74 

Setiap manajemen srategi dalam penerapannya memiliki 
dampak terhadap sasaran perubahan. Dampak merupakan 
pengaruh, akibat atau atas perubahan yang dapat dirasakan oleh 
sasaran Tindakan. Dampak yang ingin diperoleh adalah apakah 
tujuan kebijakan  manjemen strategi sudah tercapai, yang diukur 
dengan dampak yang positif. Dengan demikian, berdasarkan hasil 
wawancara dengan informan di Badan Pengelola Pendapatan 
Daerah Kabupaten Lombok Tengah penerapan strategi Badan 
pengelola pendapatan daerah dalam meningkakan kepatuhan wajib 
pajak restoran di kabupaten Lombok Tengah memilik dampak 
sebagai berikut; 
1. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Meningkat 

Manajemen Strategi Badan Pengelola Pendapatan 
Daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di 
Kabupaten Lombok Tengah memberikan dampak yang positif 

                                                           
74 *LQD�8OID�6DHIXUURKPDQ�'NN��³$QDOLVLV�'DPSDN�7UDQVIRUPDVL� ,DLQ�0HQMDGL�

UIN Dan Strategi Terhadap Perkembangan .HLOPXDQ�(NRQRPL� ,VODP´�� Jurnal  Ilmiah 
Ekonomi Islam, Vol.8, No.2.Tahun 2022, Hlm. 4-5. 
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terhadap realisasi penerimaan pajak restoran. Realisasi 
penerimaan pajak  restoran merupakan indikator dari tingkat 
kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi realisasi pendapatan 
maka dapat di katakan semakin patuh wajib pajak dalam 
melaksanakan ketentuan membayar pajaknya 

Sebagaimana hasil wawancara dengan juru pungut pajak 
restoran Lalu Ari mengatakan: 

³'DPSDNQ\D� GDUL� strategi-strategi ini terutama satgas 
gabungaan ini ya wajib pajak yang awalnya bandel 
menjadi taat karena seperti ada rasa takut didalamnya 
terutama tim yang dari kejaksaan semacam menjadi 
pisioterapis bagi wajib pajak yang bandel. Yang awalnya 
WLGDN�PDX�ED\DU�MDGLQ\D�ED\DU�VHSHUWL�LWX´75 

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa dampak dari 
penerapan strategi tersebut oleh badan pengelola pendapatan 
daerah kabupaten Lombok Tengah memiliki dampak yang 
positif. Dimana wajib pajak yang awalnya tidak patuh 
membayar pajak menjadi patuh. Strategi diversifikasi satgas 
yang merupakan gabungan dari beberapa instansi hukum 
terutama dari instansi kejaksaan menjadi pisioterapis pola pikir 
wajib pajak dalam kesadaran  perpajakan. Tim personil dari 
kejaksaan memberikan semacam rasa takut kepada wajib pajak 
terhadap sanksi hukum yang akan diterima apabila mereka 
tidak patuh dalam menjalankan ketentuan perpajakannya. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
75 Lalu Ari, Wawancara, Praya, Rabu 1 November 2023. 



66 
 

Tabel 2.7 
Realisasi  penerimaan pajak restoran 

Bapenda periode 2020-2022 (dalam jutaan) 
Tahun Jumlah Objek 

Pajak 
Target Realisasi % 

kenaikan 
2020 236 4.200 5.057 0,00% 
2021 237 6.919 6.144 21,49 % 
2022 230 16.330 14.575 137,22% 
Sumber: Badan Pengelola Pendapatan Daerah Lombok Tengah Setelah 
Diolah Pada 27 Agustus 2023 

Berdasarkan data di atas menunjukkan dampak dari 
penerapan strategi terhadap kepatuhan wajib pajak restoran 
adalah meningkatnya kepatuhan wajib pajak yang dibuktikan 
dengan realisasi penerimaan pajak restoran yang mengalami 
peningkatan dari tahun ke tahun yang. Pada tahun 2020 
realisasi pajak sebessar Rp 5.057  juta dari target sebesar Rp 
4.200 juta. Kemudian pada tahun 2021 realisasi pajak restoran 
mencapai Rp 6.144 juta dari target Rp 6.919 juta, meningkat 
sebesar 21,49 persen dari tahun sebelumnya. Kemudian pada 
tahun 2022 realisasi pajak restoran mencapai angka Rp 14.575 
juta dari target Rp16.330 juta, meningkat sebesar 137,22 
persen dari tahun sebelumnya.  Ini menunjukkan bahwa 
dampak strategi yang di gunakan oleh Badan Pengelola 
Pendapatan Daerah selama periode 2020-2022 terhadap 
tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan dampak yang 
positif.  Peningkatan kepatuhan wajib pajak yang ditunjukkan 
oleh realisasi penerimaan pajak restoran yang terus meningkat  
setiap tahun dengan target yang berbeda dan objek yang sama. 

 
2. Bertambahnya Jam Kerja Di Lapangan 

Penerapan strategi di badan pengelola pendapatan daerah 
selain memiliki dampak terhadap peningkatan kepatuhan wajib 
pajak yang tercermin dalam realisasi penerimaan pajak 
restoran yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, tentu 
dibalik hal tersebut ada upaya yang lebih intens untuk 
mencapai hal tersebut. Upaya implementaasi strategi tersebut 
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dilakukan secara maksimal sehingga untuk menyelesaikan 
setiap kegiatan dalam impelmentasi strategi membutuhkan 
waktu yang relatif lama 

Hal  tersebut sejalan Sebagaimana hasil wawancara 
dengan juru pungut pajak restoran Lalu Ari mengatakan: 

³'DPSDN� \DQJ� VD\D� UDVDNDQ� MXJD� SHULRGH� SDVFD� FRYLG�
lah ya kan karenaa dari situ mulainya semua berubah 
strateginya karena kita kebanyakan pantau lapangan jadi 
jam kerja dilapangan itu lebih banyak. Kadang kita 
VDPSDL�QJLQHS�VHPDODPDQ�GXD�PDODP�VHSHUWL�LWX´�76 

Dari keterangan di atas dapat dilihat bahwa dampak dari 
penerapan strategi di Badan Pengelola Pendapatan Daerah 
Kabupaten Lombok Tengah juga dirasakan oleh para petugas 
pajak. Menurut mereka setelah impelemtasi startegi untuk 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak apalagi pasca covid-19 
mengalami diversifikasi terkait intesitas waktu dilapangan 
dimana lebih banyak waktu di lapangan daripada di kantor.  
Agenda monitoring menjadi tidak sesuai jadwal dikarenakan 
mereka dituntuk untuk menyelesaikan tugas dalam satu waktu 
kegiatan sehingga dalam kegiatan di lapangan mereka harus 
menginap di lapangan untuk menagih, mengevaluasi dan atau 
memeriksa wajib pajak yang tidak patuh  terhadap ketentuan 
perpajakan. 

 
B. Analisis Dampak Penerapan Strategi Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Restoran Di Kabupaten Lombok Tengah Periode 
2020-2022 

Keberhasilan penerapan dari suatu kebijakan publik dapat 
diukur dari proses pencapaian akhir (autocomes). Yaitu tercapai 
atau tidaknya tujuan yang ingin di capai. Salah satu kerangka 
pendekatan penerapan kebijakan publik di ungkap oleh Grindle 
dalam NDU\DQ\D�\DQJ�EHUMXGXO�³implementation as a political and 
administrasionn process´�GLPDQD�SHQJXNXUDQ�WLQJNDW�NHEHUKDVLODQ�
penerapan dari suatu kebijakan dilihat dari dau hal, yakni; 

                                                           
76 Lalu Ari, Wawancara, Praya, Rabu 1 November 2023 
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1. Di lihat dari prosesnya, yaitu dengan mempertanyakan 
apakah pelaksanaan kebijakan sudah sesuai dengan yang 
ditetapkan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya 

2. Apakah tujuan kebijakan tercapai, yang diukur dengan  
melihat dua faktor yaitu dampak atau efeknya pada 
masyarakat secara kelompok atau per individu, dan tingkat 
perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok yang 
menjadi sasaran perubahan yang terjadi. 

Selain itu, tingkat keberhasilan penerapan suatu kebijakan 
publik juga sangat di pengaruhi oleh tingkat implementability atau 
keterlaksanaan kebijakan itu sendiri seperti 

1. Isi kebijakan (content of policy), yang mencakup 
a. Kepentingan yang mempengaruhi (interest effected), 

berkaitan dengan berbagai kepentingan yang 
mempengaruhi suatu penerapan kebijakan 

b. Tipe manfaat (type of benefit) yaitu isi kebijakan 
berusaha untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa 
dalam suatu kebijakan harus  harus berisi berbagai 
manfaat yang menunjukkan dampak positif 

c. Derajat perubahan yang ingin dicapai (extent of change 
envision), ialah suatu kebijakan memiliki target yang 
hendak atau ingin dicapai dengan isi kebijakan yang 
ingin dijelaskan harus memilik skala yang jelas 

d. Letak pengambilan keputusan  (site of decision making), 
yaitu pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan  
memegang perenan penting dalam pelaksanaan suatu 
kebijakan, apakah letak suatu program sudah tepat. 

e. Pelaksanaan program, yakni dalam menjalankan suatu 
kebijakan atau program harus didukung dengan kegiatan 
pelaksanaan kebijakan yang kompeten dan kapabel bagi 
keberhasilan suatu kebijakan. 

f. Sumber-sumber daya yang digunakan (resources 
commited), ialah apakah suatu program  didukung oleh 
sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan 
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harus didukung oleh sumber daya yang maksimal agar 
pelaksanaan berjalan dengan baik 

2. Lingkungan penerapan kebijakan (contect of implementation) 
yang mencakup 
a. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan dan strategi 

dari aktor yang terlibat. Dalam  suatu kebijakan perlu 
dipertimbangkan  kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, 
serta strategi  yang digunakan oleh para aktor  yang 
terlibat guna memperlancar pelaksanaan implementasi 
suatu kebijakan. 

b. Karakteristik Lembaga dan rezim yang berkuasa. 
Lingkungan dimana suatu  kebijakan dilaksanakan juga 
berpengaruh  terhadap keberhasilannya.  Bagian ini 
dijelaskan karakteristik dari suatu Lembaga  yang akan 
turut mempengaruhi suatu kebijakan. 

Tingkat kepatuhan dan respon dari  pelaksana. Pada poin ini 
adalah sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari pelaksana 
dalam menanggapi suatu kebijakan.77. berdasarkan data hasil 
penelitian dampak dari penerapan strategi terhadap kepatuhan 
wajib pajak restoran di kabupaten Lombok tengah periode 2020-
2022 adalah sebagai berikut; 

1. Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Meningkat 
Manajemen Strategi Badan Pengelola Pendapatan 

Daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran 
di Kabupaten Lombok Tengah memberikan dampak yang 
positif terhadap realisasi penerimaan pajak restoran. 
Realisasi penerimaan pajak  restoran merupakan indikator 
dari tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi realisasi 

                                                           

 

77 $UQLD� )DMDUZDWL� 'DQ� 8OGD� 5DKPDGLOD�� ³� 0RGHO� ,PSOHPHQWDVL� .HELjakan 
Merilee Grindle (Studi Kasus Penyerapan Tenaga Kerja Local Pada Pt Kabupaten 
%HNDVL�´�� (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Langlabuana, 
Langlabuana,2022), Hlm.125-126. 
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pendapatan maka dapat di katakan semakin patuh wajib 
pajak dalam melaksanakan ketentuan membayar pajaknya. 

Berdasarkan data dari hasil penelitian menunjukkan 
dampak dari penerapan strategi terhadap kepatuhan wajib 
pajak restoran adalah meningkatnya kepatuhan wajib pajak 
yang dibuktikan dengan realisasi penerimaan pajak restoran 
yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang. Pada 
tahun 2020 realisasi pajak sebessar Rp 5.057  juta dari target 
sebesar Rp 4.200 juta. Kemudian pada tahun 2021 realisasi 
pajak restoran mencapai Rp 6.144 juta dari target Rp 6.919 
juta, meningkat sebesar 21,49 persen dari tahun sebelumnya. 
Kemudian pada tahun 2022 realisasi pajak restoran mencapai 
angka Rp 14.575 juta dari target Rp16.330 juta, meningkat 
sebesar 137,22 persen dari tahun sebelumnya.  Ini 
menunjukkan bahwa dampak strategi yang di gunakan oleh 
Badan Pengelola Pendapatan Daerah selama periode 2020-
2022 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan 
dampak yang positif.  Peningkatan kepatuhan wajib pajak 
yang ditunjukkan oleh realisasi penerimaan pajak restoran 
yang terus meningkat  setiap tahun dengan target yang 
berbeda dan objek yang sama 

Menurut Diana Sari dalam Andika strategi untuk 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui administrasi 
perpajakan terdiri dari tiga tahap yaitu; Membuat program 
dan kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 
dan kepatuhan sukarela, khususnya bagi wajib pajak yang 
belum patuh, Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak 
yang relatif sudah patuh sehungga tingkat keptuhannya bisa 
dipertahankan atau ditingkatkan, dan Meningkatkan program 
sosialisasi tentang kepatuhan pajak.78   

Berdasarkan hasil penelitian strategi peningkatan 
kepatuhan wajib pajak melalui program kegiatan tercermin 
dalam kegiatan pendataan, sosialisasi, pengawasan, 

                                                           
78 Ibid. 
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pemeriksaan, penagihan dan pembentukan satuan gabungan 
oleh badan pengelola pendapatann daerah.  

Penerapan Strategi  oleh badan pengelola pendapatan 
daerah memiliki dampak tersendiri dalam meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak restoran di kabupaten Lombok tengah. 
Strategi pendataan merupakan bagian dari pengamatan 
lingkungan untuk menggali potensi pajak dengan baik dan 
benar. Berapa besar potensi yang dimiliki dapat dilihat dari 
hasil pendataan.   

Penerapan Strategi sosialisasi memiliki peranan 
penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Melalui 
program sosialisasi wajib pajak dapat mengetahui dan 
memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Dengan 
demikian, semakin tinggi tingkat pengetahuan dan 
pemahaman melalui program sosialisasi maka akan 
berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak 
ddalam menjalankan ketentuan perpajakannya. 

Penerapan Strategi pengawasan dan pemeriksaan 
memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan 
kepatuhan wajib pajak. Pengawasan dan pemeriksaan 
merupakan bagian dari pengendalian. Tujuan dilakukan 
pengawasan adalah untuk  mengurangi manipulasi 
pembayaran pajak. 

Selanjutnya penerapan strategi penagihan pajak 
merupakan startegi yang memberikan dampak positif 
terhadap kepatuhan wajib pajak. Serangkain prosedur 
kegiatan penagihan memungkinkan wajib pajak tidak dapat 
lari dari tanggung jawab perpajakan. Prosedur penagihan 
pajak ialah wajib pajak dibebankan dengan kewajiban 
membayar pajak paling lambat 30 hari kerja setelah 
dilkeluarkannya surat ketetapan pajak daerah. Apabila dalam 
jangka waktu tersebut  wajib pajak tidak melakukan 
pembayaran maka akan dikeluarkan surat tagihan pajak 
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daerah, surat teguran dan sanksi yang disertai bunga perbulan 
dari besarnya pajak yang terutang.79 

Selanjutnya adalah penerapan Strategi pembentukan 
satuan gabungan. Kegiatan tersebut menjadi komponen 
penting dalam strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak restoran di kabupaten Lombok Tengah. Dalam 
kegiatan satgas identik dengan penangan tindak pidana 
perpajakan yang didalamnya ada sanksi perpajakan. Adanya 
Sanksi yang dianggap merugikan wajib pajak atau membayar 
pajak tapi tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar akan 
mendapatkan sanksi berupa denda atau berupa kurungan 
penjara.80 

Secara keseluruhan staraegi badan pengelola 
pendapatan daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak memberikan dampak yang positif yakni peningkatan 
kepatuhan wajib pajak yang dibuktikan dengan realisasi 
penerimaan pajak restoran yang mengalami peningkatan dari 
tahun ke tahun. 

 
2. Bertambahnya Jam Kerja Di Lapangan 

Penerapan strategi di Badan Pengelola Pendapatan 
Daerah selain memiliki dampak terhadap peningkatan 
kepatuhan wajib pajak yang tercermin dalam realisasi 
penerimaan pajak restoran yang mengalami peningkatan 
setiap tahunnya, tentu dibalik hal tersebut ada upaya yang 
lebih intens untuk mencapai hal tersebut. Upaya 
implementaasi strategi tersebut dilakukan secara maksimal 
sehingga untuk menyelesaikan setiap kegiatan dalam 
penerapan strategi membutuhkan waktu yang relatif lama. 

Menurut Diana Sari dalam Andika strategi untuk 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui administrasi 
perpajakan terdiri dari tiga tahap yaitu; 

                                                           
79 7XPLMD�'DQ�:XODQ�3HUPDWD�6DUL��³�6WUDWHJL«�+OP���� 
80 5LVN\�3HEULDQ�'DQ�$PLU�+LGD\DWXOODK��³�3HQJDUXK«�+OP��� 
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a. Membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat 
meningkatkan kesadaran dan kepatuhan sukarela, 
khususnya bagi wajib pajak yang belum patuh 

b. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang 
relatif sudah patuh sehungga tingkat keptuhannya bisa 
dipertahankan atau ditingkatkan 

c. Meningkatkan program sosialisasi tentang kepatuhan 
pajak.81 
Berdasarkan teori dari Diana Sari tentang peningkatan 

kepatuhan wajib pajak melalui adminitrasi dan pelayanan 
perpajakan maka penerapan strategi untuk meningkatkan 
atau mengembangkan kualitas sumber daya aparatur atau 
petugas pajak dari badan pengelola pendapatan daerah adalah 
hal yang sangat penting untuk dilakukan terutama dibidang 
pajak restoran. tujuannya adalah untuk menghasilkan 
aparatur  yanga cakap, mengerti dan menguasai tugasnya. 
Dengan demikian dapat dipahami tenaga yang ahli akan 
berimbas pada sistem kerja professional termasuk waktu 
kerja. Sehingga petugas dengan kriteria tersebut akan 
professional dalam bekerja, berkomitmen untuk 
menyelesaikan suatu tugas dengan sedikit mengorbankan 
waktu. Dari sinilah muncul intensitas waktu kerja dilapangan 
bertambah demi mencapai target kerja dalam satu waktu.82 

Dari keterangan hasil wawancara dengan informan di 
Badan Pengelola Pendapatan Daerah Lombok Tengah dapat 
dilihat bahwa dampak dari penerapan strategi di Badan 
Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Tengah 
juga dirasakan oleh para petugas pajak. Menurut para 
petugas pajak, penerapan startegi untuk meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak apalagi pasca covid-19 mengalami 
diversifikasi terkait intesitas waktu dilapangan dimana lebih 
banyak waktu di lapangan daripada di kantor.  Agenda 
monitoring menjadi tidak sesuai jadwal dikarenakan mereka 

                                                           
81 Ibid. 
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dituntuk untuk menyelesaikan tugas dalam satu waktu 
kegiatan sehingga dalam kegiatan di lapangan mereka harus 
menginap di lapangan untuk menagih, mengevaluasi dan atau 
memeriksa wajib pajak yang tidak patuh  terhadap ketentuan 
perpajakan. 

Intensitas Jam kerja dilapangan bertambah  
dikarenakan dalam strategi yang terapkan oleh Badan 
Pengelola Pendapatan Daerah mengalami diversifikasi 
terhadap setiap komponen strategi baik pendataan, 
sossialisasi, pengawasan,pemeriksaan, penagihan dan 
pemebentuakan satuan gabungan Badan pengelola 
pendapatan daerah menekankan monitoring lapangan 
sehingga pihaknya lebih banyak turun lapangan daripada di 
kantor yang dalam manjemen strategi di sebut pengamatan 
lingkungan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis SHQHOLWLDQ� WHQWDQJ� ³6WUDWHJL� %DGDQ�
Pengelola Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib 
Pajak Restoran Di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2020-����´�
diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Strategi badan pengelola pendapataan daerah dalam 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di kabupaten 
Lombok Tengah periode 2020-2022 yaitu pendataan wajib 
pajak, sosialiasi pajak, pengawasan pajak, pemeriksaan, 
penagihan pajak dan diversifikasi satuan gabungan.  
Keberhasilan penerapan strategi dalam meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak restoran di kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat 
dari realisasi penerimaan pajak restoran yang mengalami 
peningkatan dari tahun 2020-2022. 

2. Dampak Penerapan strategi Badan Pengelola Pendapatan 
Daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib antara lain 
realisasi penerimaan pajak restoran yang mengalami 
peningkatan dimana hal tersebut merupakan bentuk dari 
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Selain itu, 
dampaknya adalah bertambahnya intensitas jam kerja 
dilapangan  yang bertambah sebagai bentuk dari kegiatan 
monitoring lapangan 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tentang strategi Badan Pengelola 
Pendapatan Daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak 
restoran di kabupaten Lombok tengah periode 2020-2022, peneliti 
mencoba memberikan saran-saran mengenai hasil penelitian yang 
telah dilakukan dengan harapan  dapat memberi manfaat sekaligus 
masukan terhadap strategi badan pengelola pendapatan daerah dalam 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran di kabupaten Lombok 
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tengah. Dengan berbagai keterbatasan dan kekurangan dari hasil 
penelitian, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut; 

1. Menambah sarana dalam pengawasan, seharusnya pengawasan 
dengan menggunakan smart tab adalah prioritas utama untuk 
dipasang disetiap restoran karena dengan demikian sangat kecil 
kemungkinan bagi wajib pajak untuk memanipulasi jumlah 
pajak yang harus di bayar 

2. Meningkatkan pemeriksaan, seharusnya pemeriksaan rutin 
dilakukan setiap jatuh tempo pada bulan berjalan agar tidak 
menyebabkan tunggakan dari wajib pajak semakin besar dan 
kemudian memberatkan wajib pajak di periode berikutnya. 

3. Meningkatkan sosialisasi, agar petugas pajak baik dari Lembaga 
daerah maupun pemerintah pusat secara rutin melakukan 
sosialisasi untuk memperkuat kesadaran perpajakan. 
Menumbuhkan kesadaran dari yang tidak menjadi patuh, dan 
dari semula patuh semakin tunduk. 
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